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MOTTO

“Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan mdt&nyalah untuk Allah,
Tuhan semesta alam.”(QS. Al An'aam: 162).

"Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukikmat Mu yang telah
Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua oranbajakku dan untuk
mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan kkasliah aku dengan
rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yamaps&DS. An Naml: 19).

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kaomdong kepada kesesatan
sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan iekamah kepada kami
rahmat dari sisi Engkau; karena sesungguhnya EAgkauMaha Pemberi
(karunia)." (QS. Ali 'Imran: 8).



ABSTRAK

EVALUASI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DALAM PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK
PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2010-2012 DI KANTOR
PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Oleh:
Ensiwi Hidayati
10409131037

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) Tingkat kepatuhan
Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010-
2012 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y ogyakarta, (2) Upaya yang dilakukan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan
Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Penelitian ini dilaksanakan di KPP Pratama Y ogyakarta yang terletak di
Jalan Panembahan Senopati No. 20 Y ogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif
dan menggunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara dan teknik
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif
kuantitatif dengan cara membandingkan jumlah Wajib Pgjak Orang Pribadi yang
melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu dengan jumlah Wajib Pgak Orang
Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh, kemudian dikonsultasikan dengan
Norma Absolut Skala Lima. Sedangkan deskriptif kualitatif yaitu suatu metode
yang bersifat penjelasan dan keterangan pelengkap mengenai upaya peningkatan
kepatuhan Wgjib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa: (1) Tingkat kepatuhan Wajib

Pgak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pagjak Penghasilan di KPP
Pratama Y ogyakarta Tahun Pgjak 2010 sampai dengan Tahun Pgjak 2012 adalah
49,34%, 55,65%, dan 48,05% yang menunjukan bahwa terjadi fluktuatif, (2)
Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Yogyakarta untuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pgak Orang Pribadi yaitu memberikan
penyuluhan tentang perpgakan, memberikan dan meningkatkan kepercayaan
kepada masyarakat (Wajib Pagjak), dan mengatas terbatasnya Sumber Daya
Manusiadi Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta dengan beberapa cara.

Kata kunci: kepatuhan, pelaporan, SPT
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalan menjalankan roda pemerintahan sebagaimana diamanatkan
dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yaitu mewujudkan masyarakat
yang adil dan makmur, maka pemerintah berusaha untuk menyediakan dan
memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut
diperlukan sarana dan prasarana yang tentunya tidak terlepas dari masalah
pembiayaan pembangunan.

Pembangunan Nasional memerlukan dana/modal yang tidak sedikit
sehingga harus didukung dengan adanya penerimaan negara yang dapat
diandalkan. Untuk memperoleh dana yang besar, maka pemerintah
menyediakan pos penerimaan yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), dan salah satu yang termasuk dalam APBN yaitu paak. Pajak
adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan potensi terbesar bagi sumber penerimaan negara
yaitu 75% APBN disumbangkan dari sektor pgak, oleh karena itu pemerintah
lebih mengoptimalkan peran dari sektor pgjak. Pemungutan pajak masih perlu

ditingkatkan lagi karena sgjalan dengan perkembangan yang ada dan disadari



bahwa banyak masalah yang tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada,
sehingga menuntut adanya penyempurnaan Undang-undang perpajakan
diharapkan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak dapat lebih
maksimal.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan Self Assesment
System. Melalui sistem ini, Wajib Pgjak diberi wewenang untuk menentukan
sendiri besarnya paak terutang dengan menghitung, menyetor, dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menyampaikan Surat
Pemberitahuan. Sedangkan pihak fiskus dipercaya untuk mengawas sesual
undang-undang yang berlaku. Tujuan dari sistem ini yaitu untuk mengetahui
apakah Wajib Pajak bisa menjaga kepercayaan yang diberikan.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek
Pgjak dan/atau bukan Objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Siti Resmi,
2011:19). Fungsi dari Surat Pemberitahuan adalah untuk mengawasi
penerimaan pagjak. Oleh karena itu, kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan
SPT harus ditingkatkan agar pengawasan penerimaan pajak menjadi efektif.
Kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT dapat dilihat dari apakah SPT
telah dilaporkan oleh Wajib Pgjak atau belum, pengisian SPT harus benar,
jelas, dan dilengkapi dengan lampiran-lampirannya serta harus dilaporkan
sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Pelaporan SPT ini menjadi

indikator persentase tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.



Semakin tinggi persentase pelaporan SPT maka semakin tinggi pula tingkat
kepatuhan Wajib Pajak.

Wajib Pgjak yang patuh adalah Wajib Pagjak yang taat dan memenuhi
serta melaksanakan kewagjiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan
formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di
mana Wajib Pgak memenuhi kewsgjiban secara forma sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan perpajakan. Misanya Wajib Pagjak Orang
Pribadi melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maret, maka Wajib
Pgjak telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan material yaitu suatu
keadaan di mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua kepatuhan
material perpgjakan, yakni sesual isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.
Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang
memenuhi  kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi Surat
Pemberitahuan dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuan dan
mel aporkan ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah salah satu Wagjib Pajak
yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan Self Assessment System dan
wajib melaporkan SPT (SPT Tahunan Pgjak Penghasilan). Namun, kepatuhan
Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh di KPP
Pratama Y ogyakarta masih ditemui permasalahan, antara lain seperti Wajib
Pajak terlambat atau tidak melaporkan SPT, SPT tidak lengkap, kurang teliti

dalam perhitungan jumlah PPh, adanya hambatan yang mempengaruhi



tingkat kepatuhan Wagjib Pajak daam pelaporan SPT, serta upaya
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk
menyusun Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan Surat Pemberithhuan Tahunan
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 di Kantor éayanan Pajak
Pratama Yogyakarta”.

. ldentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan beberapa
identifikasi masalah sebagal berikut:
1. Masih ada Wagjib Pgak Orang Pribadi yang terlambat atau tidak
melaporkan SPT Tahunan Pgjak Penghasilan.
2. Prosedur penyelesaian SPT Tahunan Pgak Penghasilan Wajib Pgjak
Orang Pribadi kurang efektif.
3. Adanya hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pagjak Penghasilan.
4. Upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang belum maksimal.
. Pembatasan Masalah
Dalam ha ini penulis membatasi masalah pada tingkat kepatuhan
Wagjib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahuanan PPh tahun pajak

2010-2012 di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta.



D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikass masalah dan
pembatasan masalah, rumusan masalah yang akan dikgi adalah sebagai
berikut:

1. Bagaimana tingkat kepatuhan Wagjib Pgak Orang Pribadi dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh tahun paak 2010-2012 di Kantor
Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta?

2. Upaya apa sga yang dilakukan Kantor Pelayanan Pgak Pratama
Y ogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?

E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT
Tahunan PPh tahun pagjak 2010-2012 di Kantor Pelayanan Pagjak Pratama
Y ogyakarta.

2. Upaya yang dilakukan Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta
untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
pelaporan SPT Tahunan PPh.

F. Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

1. Pengelola Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y ogyakarta



Sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam usaha meningkatkan
kepatuhan Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan
Pajak Penghasilan.

. Pengelola Universitas Negeri Y ogyakarta

Sebaga perbendaharaan referensi kepustakaan bagi Universitas Negeri
Y ogyakarta serta dapat menambah pengetahuan dan informasi pembaca
khususnya mahasiswa jurusan akuntansi yang akan meneliti masalah

yang sama.

. Penditi

Menambah wawasan ilmu pengetahuan dalam rangka penerapan teori-
teori yang telah didapat dibangku kuliah ke dalam praktik yang
sesungguhnya dalam suatu instansi atau perusahaan serta untuk
mengetahui sgjauh mana tingkat kemampuan penulis dalam meneliti

Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta.
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KAJIAN PUSTAKA

A. Deskrips Teori
1. Pajak
a. Pengertian Pajak

Banyak definisi pajak yang telah dikemukakan olahnapahli
menurut sudut pandang mereka masing-masing. Na@unssma
lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaigrumuskan
pengertian pajak, sehingga mudah untuk dipahami.
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiast@11: 1),
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara bamidas undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mengegzatimbal
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkaman dyang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut S. . Djajadiningrat (Siti Resmi, 2011: 1):

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebadpain
kekayaan ke kas negara yang disebabkan oleh seatia&n,
kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukaentu,
tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturang yan
ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan,itetik ada
jasa timbal balik dari negara secara langsung,kumemelihara
kesejahteraan secara umum.”

Sedangkan menurut P. J. A. Adriani (Fidel, 2030: 4

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat shjgak)
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menwnatpran-
peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembatig ya
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalatukun



membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungade
tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian pajak tersebutt dapa
disimpulkan bahwa pengertian pajak adalah iuranfikorsi wajib
orang pribadi atau badan kepada negara berdasaskaang-
undang yang sifatnya dapat dipaksakan tanpa metepero
kontraprestasi secara langsung yang bertujuan umekbiayai
pengeluaran negara demi kepentingan bersama. [Rawgeptian
tersebut, dapat disimpulkan pula bahwa pajak mknoifisur-unsur:

1) luran/kontribusi dari rakyat kepada negara.

2) Berdasarkan Undang-undang sehingga sifathya dapat
dipaksakan.

3) Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negmeara
langsung.

4) Digunakan untuk membiayai negara yaitu untuk persgah-
pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

b. Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011: 1), yaitu:

1) Fungsi PenerimaamB(dgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untukbragan
pengeluaran-pengeluarannya.

2) Fungsi MengaturRegulerend)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan

kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial damoski.



c. Pengelompokan Pajak
Menurut Mardiasmo (2011: 5), pajak dapat dikelonkawk
menjadi tiga kelompok sebagai berikut:
1) Menurut Golongannya

a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sent&h
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilltkpa
kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.

b) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirny
dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2) Menurut Sifatnya

a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatika
keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan

b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal padgekaiya,
tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Gonto
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atesnBa
Mewabh.

3) Menurut Lembaga Pemungutnya

a) Pajak Pusat, pajak yang dipungut oleh pemerintgatpdan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.o@ont
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
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b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pertadri
Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
daerah. Pajak Daerah terdiri atas:

(1) Pajak Propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor da
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
(2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak
Restoran, dan Pajak Hiburan.
d. Sistem Pemungutan Pajak
Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2015ad@)ah
sebagai berikut:
1) Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenan

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan beaapayak

yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-ciri Official Assessment System adalah sebagai berikut:

a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdag a
pada fiskus.

b) Wajib Pajak bersifat pasif.

c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketmta
pajak oleh fiskus.

2) Sef Assessment System
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Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendir
besarnya pajak yang terutang.
Ciri-cirinya:
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutdag a
pada Wajib Pajak sendiri.
b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyettan
melaporkan sendiri pajak yang terutang.
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3) With Holding System
Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus danrbi4ajib
Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besgrajak
yang terutang oleh Wajib Pajak.
e. Pengertian Penghasilan
Pengertian Penghasilan menurut Undang —undang @&l B
ayat (2) (Soemarso S. R., 2007: 175),
“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diteriaa a
diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Ireo& maupun
luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsuntau aintuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutamgade
nama dan bentuk apapun”.
Pengertian penghasilan Menurut Casavera (2009: 84):
“Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekisngamg

diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang bakradari
Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapgadkdi untuk
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konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pagalg y
bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

f. Pengertian Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut Siti Resmili2074),
“Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakehadap
Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima apsralehnya dalam
suatu tahun pajak.”

Menurut Erly Suandy (2008: 45), “Pajak penghasilan
dikategorikan sebagai pajak subjektif, artinya bajkenakan karena
ada subjeknya yakni yang telah memenuhi kriteriangydelah
ditetapkan dalam peraturan perpajakan.”

Dari kedua pengertian pajak penghasilan tersebapatd
disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan merupakan pajaRkg
dipungut oleh pemerintah pusat yang dikenakan damshditanggung
oleh subyek pajak (yang telah memenuhi kriteria gyaelah
ditetapkan dalam peraturan perpajakan) atas peilhayang
diperolehnya dalam satu tahun pajak.

g. Tarif Pajak PenghasilanWajib Pajak Orang PribadaDaNegeri

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (1) UndangnmdPajak
Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan ghitegapkan atas
Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang @irilizalam

Negeri di Indonesia adalah sebagai berikut:
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Tabel 1. Tarif Pajak Penghasil Wajib Pajak Orangdeli Dalam

Negeri.

L apisan Penghasilan Kena Pajak Tarif Pajak
sampai dengan Rp50.000.000,00 5%
di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan

15%
Rp250.000.000,00
di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan

25%
Rp500.000.000,00
di atas Rp500.000.000,00 30%

(Sumber: Waluyo, 2010: 112)
2. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
a. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak
Pengertian kepatuhan perpajakan menurut Safri Numma
(2005:148), “Kepatuhan perpajakan dapat didefiaisikebagai suatu
keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewgjibpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya”.
Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaiziublees (Siti
Kurnia Rahayu, 2010: 138):
“Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikanidieepatuhan Wajib
Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk poskan
kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam pedanh dan
pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam gyemam
tunggakan”

Ada dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu(2@8),

yaitu:
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1) Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wagjbak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengantikeie dalam
Undang-undang perpajakan.

2) Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mandp \pajak
secara substantif/hakikatnya memenuhi semua ketembaterial
perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undaajak
kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhamdhb

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No.
544/KMK.04/2000 yang dikutip oleh Sony Devano dati Kurnia

Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajakiand

pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengaentkai

peraturan perundang-undangan dan peraturan petaisaerpajakan
yang berlaku dalam suatu Negara.”
b. Pengertian Wajib Pajak
Berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 (Siti Readil:
18), “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badareliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajakg
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dekeantuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.”
c. Pengertian Orang Pribadi
Pengertian orang pribadi menurut Anastasia Diana Hgis

Setiawati (2011: 164), “Orang Pribadi sebagai skbyajak dapat
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bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupunluar

Indonesia.”

Menurut Mansury R, salah seorang Konseptor UU PP83,1
Orang Pribadi adalah manusia yang terdiri dari ldatan daging
(natuurlijk persoon). Jadi, yang dimaksud dengan Orang Pribadi
dalam UU PPh adalah manusia yang masih hidup. Katng
Pribadi tidak merujuk pada usia, kewarganegaraadudukan,
pekerjaan, tempat tinggal, kondisi kesehatan, dtal lainnya.
Dengan demikian, yang dimaksud Orang Pribadi itlamiari bayi
yang baru lahir sampai orang tua yang sudah uddud#@ Markus
dan Lalu Hendry Yujana, 2004: 21).

d. Wajib Pajak Orang Pribadi

Wajib Pajak Orang Pribadi meliputi:

1) WP Orang Pribadi Karyawan yaitu WP Orang Pribadigyhanya
menerima/memperoleh penghasilan dari satu atab [esinberi
kerja atau penghasilan lainnya selain dariusaheffn bebas.
Contohnya, PNS dan Non PNS.

2) WP Orang Pribadi Non Karyawan yaitu WP Orang Piilyarhg
menerima/memperoleh penghasilan dari usaha/pekelpmivas
atau penghasilan lainnya. Termasuk dalam pengefiBrnOrang
Pribadi Non Karyawan ini adalah WP Orang Pribadi
Karyawan yang  menerima/memperoleh  penghasilan  dari

usaha/pekerjaan bebas. Contoh penghasilan daria,ugetitu
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Dagang, Jasa, dan Industri. Sedangkan contoh pekelebas,
yaitu Dokter, Pengacara, Konsultan, Arsitek, (@lrat Edaran
Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE - 06/PJ/2012).
e. Pengertian Evaluasi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajedn@ Pribadi
Evaluasi tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang PRlibadalah
menilai tingkat ketaatan Wajib Pajak Orang Pribgaihg menurut
ketentuan perundang-undangan perpajakan ditentukamuk
melakukan hak dan kewajiban perpajakan. Atau mienitegkat
ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam memenw@wakban
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.
3. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi
a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)
Pengertian Surat Pemberitahuan menurut AnastasaaaDi
dan Lilis Setiawati (2010: 123):
“Surat Pemberitahuan adalah surat yang digunakaim \Wajib
Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pesnéay
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,atlan/harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan peargnda
undangan perpajakan”.
b. Pengertian Surat Pemberitahuan Tahunan
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan nteSitiru

Resmi (2011: 43), “Surat Pemberitahuan (SPT) Tamwymdtu SPT

yang digunaan untuk pelaporan tahunan.”
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Menurut Waluyo (2010: 38), “SPT Tahunan adalah tsura
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkahipengan dan
pembayaran pajak yang terutang dalam suatu Taljak.Pa
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pagaghasilan
Wajib Pajak Orang Pribadi
Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak
Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi menurut Gasa¢2009:
14), “SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajakh@Rribadi
adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan besaRajak
Penghasilan yang terutang dalam suatu Tahun P#&ak Bagian
Tahun Pajak oleh Wajib Pajak orang pribadi.”
. Fungsi Surat Pemberitahuan

Berikut ini adalah fungsi surat pemberitahuan nmenu
Mardiasmo (2011: 31):
1) Bagi Wajib Pajak Penghasilan

Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempgguag-

jawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenaarydang

dan untuk melaporkan tentang:

a) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakaan
sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan
pihak lain dalam 1 Tahun Pajak atau Bagian TahyakPa

b) penghasilan yang merupakan objek pajak dan/ataanbuk

objek pajak;
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c) harta dan kewajiban; dan/atau
d) pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau
badan lain dalam 1 Masa Pajak sesuai dengan katentu
peraturan perundang-undangan perpajakan.
2) Bagi Pengusaha Kena Pajak
Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempgguag-
jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nda
Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenagnyiarig
dan untuk melaporkan tentang:
a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keludeam;
b) pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilakaan
sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau megigdak
lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak
Adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempgguag-
jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dartatisennya.
e. Prosedur Penyelesaian Surat Pemberitahuan
Menurut Mardiasmo (2011: 32), prosedur penyelesa@Rh adalah
sebagai berikut:
1) Wajib pajak sebagaimana yang telah diatur, harusgarabil

sendiri SPT di tempat yang telah ditetapkan DJPu ata



2)

3)

4)

5)
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mengambil dengan cara lain yang tata cara pelaisagya
diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. BAfmjak
dapat mengambil SPT dengan cara lain, misalnya aeng
mengakses situs DJP untuk memperoleh formulir 8BsEbuLt.
Setiap wajib pajak wajib mengisi SPT dengan beleaigkap,
dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan mengguhakaf
Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan
menandatangani serta menyampaikan ke kantor DJpatem
wajib pajak terdaftar/dikukuhkan atau tempat laiany
ditetapkan oleh DJP.
Wajib pajak yang mendapat izin Menteri Keuanganukint
menyelenggarakan pembukuan dengan bahasa asingatan
uang selain Rupiah, wajib menyampaikan SPT dalanadza
Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selai
Rupiah yang diizinkan.
Penandatanganan SPT dapat dilakukan secara biaggnde
tanda tangan stempel atau tanda tangan elektragitkid yang
semuanya memiliki kekuatan hukum yang sama.
Bukti-bukti yang harus dilampirkan dalam SPT, aatfain:
a) Untuk wajib pajak yang mengadakan pembukuan: Lapora
Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi serta
keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk

menghitung berdasarkan Penghasilan Kena Pajak.
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b) Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah
Dasar Pengenaan Pajak/jumlah Pajak Keluaran, jumlah
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan dan jumlah
kekurangan/kelebihan pajak.

c) Untuk wajib pajak yang menggunakan norma
penghitungan: perhitungan jumlah peredaran yangdier
dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Batas Waktu Pelaporan Surat Pemberitahuan
Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan PPhbWrgjak

orang pribadi menurut Mardiasmo (2011: 35), “S#amberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pripadig lambat

3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.”

Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan
Menurut Mardiasmo (2011: 36), sanksi terlambatu atialak

melaporkan SPT tahunan adalah sebagai berikut:

1) Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dgkmgka
waktu yang telah ditentukan atau batas waktu pgpgan
penyampaian Surat Pemberitahuan, dikenai sanksineadrasi
berupa denda sebesar Rp100.000,00 untuk Surat Hehban
Tahunan Pajak Wajib Pajak orang pribadi.

2) Wajib Pajak karena kealpaan tidak menyampaikan Bthlinan
atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benan &tiak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidakrisatangga
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dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negdaé t
dikenakan sanksi pidana apabila dilakukan pertaala déeh
Wajib Pajak dan Wajib Pajak tersebut wajib melurjasilah
pajak yang terutang beserta sanksi administrasipekenaikan
200% dari jumlah pajak yang kurang bayar.

3) Wajib Pajak dengan sengaja tidak menyampaikan ®Rihgga
menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dgpigaling
singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling laman@n(@ tahun
penjara dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumfzajak
terutang yang tidak atau kurang bayar dan palingydda 4
(empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidéku kurang
bayar.

B. Kerangka Berfikir

Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara redaka
merupakan tulang punggung sistesff assessment, di manaWajib Pajak
bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajibanajekan dan kemudian
secara akurat dan tepat waktu membayar dan mekappdjak. Wajib Pajak
yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memeeuta melaksanakan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pamatperundang-
undangan perpajakan. Ada dua macam kepatuhan, keptatuhan formal
dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalatuskeadaan di mana
Wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesigaigan ketentuan

perundang-undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pd&pakng Pribadi
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melaporkan SPT sebelum atau pada tanggal 31 Maadta Wajib Pajak
telah memenuhi ketentuan formal. Kepatuhan matgaiall suatu keadaan di
mana Wajib Pajak secara substantif memenuhi serepatdkhan material
perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-undsargajakan. Kepatuhan
material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib aRayang memenuhi
kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mer@jisat Pemberitahuan
dengan jujur, lengkap dan benar sesuai ketentuanmadaporkan ke Kantor
Pelayanan Pajak sebelum batas waktu berakhir. Natalam penerimaan
pajak saat ini kenyataannya masih banyak Wajib kPajang belum
memenuhi kepatuhan baik kepatuhan formal maupuratdbpn material
sehingga penerimaan pajak tidak dapat maksimal.

Penerimaan pajak akan berbeda signifikan apabpatkban Wajib
Pajak sudah ditegakkan. Beberapa faktor yang mayealm rendahnya
kepatuhan Wajib Pajak antara lain tingkat kesaddean pengetahuan yang
kurang dari Wajib Pajak, ketidakpuasan Wajib Pajthadap pelayanan
publik, pembangunan infrastruktur yang tidak merd&n banyaknya kasus
korupsi yang dilakukan oleh pejabat tinggi. Untulipdt meningkatkan
kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan cara mendengancari tahu dan
berupaya untuk memenuhi apa yang diinginkan olehibAM@ajak terkait
dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Upaya pemerintah untuk menegakan ketertiban paakshdilakukan
secara optimal agar penerimaan pajak sesuai deagget yang diharapkan.

Untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak harus ukiak dengan
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berbagai perbaikan pelayanan serta sosialisasidkeyajib Pajak, kondisi

sistem administrasi perpajakan suatu negara, pkaedaukum perpajakan,

pemeriksaan pajak dan tarif pajak, fasilitas dangpadalian menjadi hal
yang sangat penting agar tidak terjadi penyalahaumialam hal perpajakan
sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikaa. faiktor kepatuhan Wajib

Pajak bisa diperbaiki, diharapkan Wajib Pajak leb#mmotivasi dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya.

C. Pertanyaan Pendlitian

1. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftajil SPT Tahunan
PPh tahun 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor dhelayPajak
Pratama Yogyakarta?

2. Berapa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melego SPT Tahunan
PPh tepat waktu, tahun pajak 2010 sampai denga@ p@tla Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta?

3. Apa saja hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatitajib Pajak
Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh wlioK#&elayanan
Pajak Pratama Yogyakarta?

4. Apa saja upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelaydpajak Pratama
Yogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib P&ang Pribadi

dalam pelaporan SPT Tahunan PPh?
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METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Pendlitian
Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta
yang terletak di Jalan Panembahan Senopati No. 20 Yogyakarta. Penéliti
mel aksanakan penelitian ini pada bulan April 2013.
B. Desain Pendlitian
Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan dan menyajikan data secara sistematis mengenai
masalah yang ada pada saat sekarang atau masalah yang bersifat aktual,
kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan
harus selalu jelas dasar faktualnya, sehingga semuanya selau dapat
dikembalikan langsung kepada data yang diperol eh.
C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan Tugas Akhir keberadaan data merupakan suatu hal
yang sangat penting, karena suatu data yang benar, relevan, jelas dan lengkap
akan membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tingkat
kepatuhan Wajib Pgjak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.
Adapun metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adal ah:

1. Teknik Wawancara (Interview)

24
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Teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab kepada pegawai
Seksi Pelayanan di Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta. Dalam
metode ini peneliti memperol eh data berupa:

a. Hambatan yang mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pgjak Orang
Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Y ogyakarta.

b. Upaya-upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pgjak Pratama
Y ogyakarta untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pgjak Orang Pribadi
dalam pelaporan SPT Tahunan PPh.

2. Teknik Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mencatat,

menggandakan, membaca, dan mempelgjari dokumen atau arsip yang

diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y ogyakarta. Data yang
diperoleh tersebut berupa:

a. Jumlah Wagjib Pgjak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh
tahun 2010 sampa dengan 2012 pada Kantor Pelayanan Pajak
Y ogyakarta.

b. Jumlah Wagjib Pgjak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan
PPh tepat waktu, tahun pajak 2010 sampai dengan 2012 pada Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Y ogyakarta.

D. Datayang Dibutuhkan
Data yang dibutuhkan pada penelitian ini adal ah:

1. DataUmum
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Data umum yaitu data yang merupakan dasar penting untuk memahami
perusahaan atau instansi yang diteliti. Data umum yang dibutuhkan
meliputi:
a. Gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y ogyakarta
b. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta
c. Tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Pagjak Pratama Y ogyakarta
2. Data Khusus
Data khusus yaitu data yang berhubungan langsung dengan masalah
yang akan dibahas yaitu data mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pagjak 2010
sampai dengan tahun 2012.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah anaisis
deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif
kuantitatif yaitu metode yang berhubungan langsung dengan jumlah atau
angka-angka yang diteliti yaitu mengena jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh dan jumlah Wagjib Pgjak Orang Pribadi
yang melaporkan SPT Tahunan PPh tepat waktu. Sedangkan deskriptif
kualitatif yaitu suatu metode yang bersifat penjelasan dan keterangan
pelengkap mengenai hambatan yang mempengaruhi tingkat kepatuhan dan
upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan

SPT Tahunan PPh.
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Analisis deskriptif kuantitatif mengenai tingkat kepatuhan Wajib Pgjak Orang
Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2010 sampai dengan

tahun 2012 dapat dihitung dengan rumus:

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

= x100%
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh

(Sumber: Kantor Pelayanan Pgjak Pratama Y ogyakarta)

K eterangan:

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu:

Jumlah Wajib Pgjak Orang Pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan
Tahunan Pajak Penghasilan tepat waktu

Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh

Jumlah Wajib Pgjak Orang Pribadi Terdaftar Wajib melaporkan Surat

Pemberitahuan Tahunan Pgjak Penghasilan
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tempat Pendlitian
1. Sejarah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Kantor pajak di Indonesia telah ada sejak zamanepatahan
kolonial Belanda yang saat itu bernamapektien yan financien yang
bertahan sampai dengan penjajahan Jepang. Setétahsal oleh
pemerintahan Jepang, Kantor Pajak diganti namangajatdi Kantor
Penetapan Pajak sampai dengan kemerdekaan Indpaésidanggal 17
Agustus 1945. Sejak saat itu kantor Penetapan Rhjgdah namanya
menjadi Kantor Inspeksi Keuangan, kemudian diubatyi Imenjadi
Kantor Inspeksi Pajak pada tahun 1960.

Kantor Pajak di Yogyakarta ada seiring dengan id@mya
Kantor Inspeksi Keuangan Yogyakarta yang kemudemildmh menjadi
kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta, hal ini berlamgsselama 26 tahun.
Namun, karena perkembangan dari tahun ke tahurdelagan semakin
banyaknya wajib pajak di Indonesia maka diadakamljahan nama.
Kantor Inspeksi Pajak Yogyakarta berubah menjaditétaPelayanan
Pajak Yogyakarta sesuai dengan organisasi dankt&aja Direktorat
Jendral Pajak, sejak tanggal 1 April 1986.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan  Nomor

132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan tata Kemgahsi Vertikal
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Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diubah dehgeaturan Menteri
Keuangan Nomor: 55/PMK.01/2007, Kantor PelayanaiakP#&KPP)
Yogyakarta Satu dibagi menjadi 2 (dua) yaitu KPRt&ma Yogyakarta
dan KPP Pratama Bantul.

Reorganisasi Direktorat Jendral Pajak tersebutndiéia juga
dengan peleburan Kantor Pelayanan Pajak Bumi damguBean (KP
PBB) serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan P&akRIKPA).
Sehingga KPP Pratama Yogyakarta selain merupakesahpe dari KPP
Yogyakarta Satu (KPP Induk) juga merupakan pengugdru dari KP
PBB Yogyakarta dan fungsi pemeriksaan dari KARIKFAgyakarta.
Namun mulai 1 Januari 2010, PBB Perdesaan dan f@arkanenjadi
Pajak Daerah sepanjang Peraturan daerah tentang y@B® terkait
dengan Perdesaan dan Perkotaan telah diterbithzabild dalam jangka
waktu dari 1 Januari 2010 sampai dengan paling &tk Desember
2013 Peraturan daerah belum diterbitkan, maka PBRIe€8aan dan
Perkotaan tersebut masih tetap dipungut oleh PetabrPusat. Mulai 1
Januari 2014, PBB Perdesaan dan Perkotaan merupajendaerah.

Sistem Administrasi Modern di Kantor Wilayah Direfdt
Jendral Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dimulalapséSaat Mulai
Operasi (SMO) tanggal 30 Oktober 2007, demikiarajdgngan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta. Peresmian rkdi#ksanakan
oleh Menteri Keuangan RI pada tanggal 5 Novembdy72@edung

kantor yang dipergunakan oleh KPP Pratama Yogyakaatalah bekas
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gedung Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Satu tenegak di jalan
Panembahan Senopati nomor 20 Yogyakarta yang dkasmoleh
Direktur Jenderal Pajak (pada waktu itu) Bapak B&kad Bawazier pada
hari Kamis tanggal 3 Agustus 1995.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta merupk&ator
Pajak yang bercorakkan Kantor Pelayanan Pajak Mogeitu Kantor
Pelayanan Pajak yang struktur organisasinya betdas&ungsi. Hal ini
dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pelayapama dan
pengawasan yang lebih intensif kepada Wajib Pajgdr derwujud
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan peaata akhirnya
meningkatkan penerimaan pajak.

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanannya, Kantayden
Pajak Pratama Yogyakarta memiliki 2 (dua) buah ggdseluas 3.588
m®. Deskripsi mengenai kedua gedung tersebut dijabarkebagai
berikut:

a. Gedung A
1) Lantai 1 terdiri dari ruang Seksi Pelayanan, Tenieayanan
Terpadu, Help Desk, Bank BRI, Bank BPD DIY, Ruand® W
Prioritas, dan Ruang berkas.
2) Lantai 2 terdiri dari Sekretariat Kepala Kantor,aRg Rapat,
Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengolahan Data dasrrivdsi, dan

Sub Bagian Umum.
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3) Lantai 3 terdiri dari Seksi Pengawasan dan Konsu(t&askon)
yaitu Waskon I, Waskon II, Waskon 1ll, Waskon NgrdSeksi
Penagihan.

b. Gedung B

1) Lantai 1 terdiri dari musholla, toilet, kantin, ngagenset, ruang
pompa, dan tempat parkir.

2) Lantai 2 terdiri dari Seksi Pemeriksaan, Fungsidtaineriksa,
dan ruang poliklinik.

3) Lantai 3 terdiri dari Ruang Aula KPP Pratama Yogyéd

2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak
a. Visi Direktorat Jenderal Pajak

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggaraksistem

administrasi Perpajakan modern yang efektif, afistan dipercaya

masyarakat dengan integritas dan profesionalismg §aggi.”

Pada dasarnya ada 3 cita — cita utama yang ingijudyaitu:

1) Menjadi model pelayanan masyarakat yang mereflaksiita-
cita untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagidan
isntansi pemerintah lainnya.

2) Berkelas dunia yang merefleksikan cita-cita unba&ncapai
tingkatan atas standar internasional baik untu&skaparatnya
maupun kualitas kerja dan hasilnya.

3) Dipercaya dan dibanggakan masyarakat yang meieilesita-

cita untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakiawea
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eksistensi dan kinerjanya memang benar-benar Hédsia
tinggi dan akurat mampu memenuhi harapan sertaititayang
baik dan bersih.

b. Misi Direktorat Jenderal Pajak

“Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkanandpd
undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian
pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negafalum
sistem administrasi perpajakan yang efektif dasieii”

3. Motto Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

PRASAJA (PasTIl, Ramah, Santun, Bersahaja), motttaygean

mengandung arti sederhana, apa adanya, dan tikiatadg kurangi.

Filosofi :

a. PRASAJA merupakan salah satu nilai muatan lokkvanese
WisdonT’, selaras dengan lingkungan kota Yogyakarta sebaga
pusat kebudayaan Jawa dengan Kraton sebagai ikonnya

b. PRASAJA Mencerminkan sikap mental perilaku keseaiesian
dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilakunjomgung tinggi
asas kepantasan dan kepatutan serta dalam kotiganaetika,
dan tata karma yang berlaku).

c. PRASAJA, merupakan kependekan dari :

1) PasTI (Profesional, Integritaeamwork, Inovasi)
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3)

4)
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Menunjuk pada Nilai-nilai  Organisasi DJP  yang
diimplementasikan oleh para pegawai KPP Pratama
Yogyakarta.

Ramah

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang nrairdean
sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta dinigida
pelayanan yang menjunjung tinggi keramahan, rasanag
dan akrab.

Santun

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang mmairdaan
sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta dinigida
pelayanan yang menjunjung tinggi etika dan tatankabaik
dalam bertutur kata, bertindak, dan berperilaku.

Bersahaja

Salah satu nilai utama Bangsa Indonesia yang nrairdean
sikap mental pegawai KPP Pratama Yogyakarta dinigida
pelayanan yang mendasarkan diri pada sifat-sifat
kesederhanaan dalam bertindak dan berpenampilapa tan
mengabaikan unsur -unsur kepatutan, kewajaran, dan

kerapihan.
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4. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta

Gambar 1. Logo Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yagtza

Makna logo:

a. Tulisan yang berbunyi “Nagara Dana Rakca” memiiiki sebagai
penghimpun dana.

b. Bentuk padi melambangkan kemakmuran.

c. Bentuk kipas melambangkan bersih.

d. Bentuk sayap melambangkan hakekat dari struktug yarat dan
tangguh serta terkoordinir.

5. Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Y ogstak
a. Kondisi Geografis
Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Psbpin

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan merupakan -satunya
daerah tingkat Il yang berstatus Kota di sampinga&ndaerah
tingkat 1l lainnya yang berstatus Kabupaten. Kotagyakarta
memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengaerah tingkat
Il lainnya, yaitu 32,5 Km? (1,025% dari luas wildyRropinsi DIY).
Wilayah Kota Yogyakarta sebelah utara berbatasangaie

Kabupaten Sleman, sebelah timur berbatasan dengdnupliten
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Bantul dan Sleman, sebelah selatan berbatasan rdé¢gjaupaten
Bantul serta sebelah barat berbatasan dengan Kiebupantul dan
Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara °128’ 19/”
sampai 11928’ 53” Bujur Timur dan 715’ 24” sampai 749’ 26"
Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114atasl permukaan
laut. Secara garis besar Kota Yogyakarta merupdksaran rendah
dimana dari barat ke timur relatif datar dan ddera ke selatan
memiliki kemiringan = 1 derajat. Terdapat tiga saingang melintas
Kota Yogyakarta, yaitu Sungai Gajah Wong, SungadeCalan
Sungai Winongo.

. Data Kependudukan

Kota Yogyakarta terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45
Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT. Data jumlah peokuserta
persentase penduduk yang memiliki (Nomor Pokok WV&ajak)

NPWP disajikan dalam Tabel 1 sebagai berikut:
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Tabel 2. Data Jumlah Penduduk serta PersentaseudRéndyang

Memiliki NPWP
Jumlah
Jumlah Wajib Penduduk
Jumlah Jumlah _
Kecamatan KK Non Paj ak ber-NPWP
Penduduk KK o
Miskin Orang (%)
Pribadi
Danurejan 31.704 6.774 5.191 3.409 67,41%
Gedongtengen 26.884 5.562 3.993 3.231 80,92%
Gondokusuman 76.078 13.648 11.726 9.508 81,08%
Gondomanan 17.46p 5.325 4.111 3.045 74,07%
Jetis 37.990 7.150 5.255 4.643 88,35%
Kotagede 32.48% 7.359 5.506 5.2116 94,73%
Kraton 29.475 6.93( 5.68[7 4.656 81,87%
Mantrijeron 41.971 8.021 6.136 6.776  110,43%
Mergangsan 42.674 8.4585 6.5p4 6.194  95,23%
Ngampilan 23.634 4,73y 3.533 3.4D06 96,41%
Pakualaman 14.94p 11.942 11.187 2.308 20,63%
Tegalrejo 42.195 8.741 6.334 5.915 93,38%
Umbulharjo 74.948 17.446 14.311 12.556 87,74%
Wirobrajan 31.873 7.050 5.239 4.787 90,42%
Jumlah 524.315 | 119.140 94.713 75.690 79,92%

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama YogyaKBataun 2013).

Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan PajakrRaaY¥agyakarta

Kantor Pelayanan Pajak adalah sebuah instansilyemanggung
jawab langsung kepada Direktorat Jendral Pajakinipjm oleh Bapak
Arridel Mindra, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yak@yta merupakan
lembaga milik pemerintah yang bertugas mengawasi whelayani

masyarakat dalam hal perpajakan yang berada diMangakarta. Tugas
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pokok dan fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratafogyakarta
adalah sebagai berikut:
a. Tugas Pokok Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakar
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta mentitgs
pokok dalam melakukan kegiatan operasional di lggajak negara
di wilayahnya masing-masing berdasarkan kebijalemis yang
ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pajakare yang
dimaksud adalah Pajak Penghasilan (PPh), PajakrReshan Nilai
(PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBH#f), Rhjak
Tidak Langsung Lainnya (PTLL), sedangkan kebijatelnis yang
dimaksud adalah kegiatan operasional dalam penetgzgak,
misalnya pelayanan perpajakan, restitusi, pemungptgak, dan
lain-lain.
b. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta
Fungsi dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakar
yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jendral Pagdlagai berikut :
1) Pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informas
perpajakan, penggalian potensi pajak, serta ekBkass Wajib
Pajak.
2) Penatausahaan dan pengecekan Surat PemberitahBd) (S
Tahunan serta berkas Wajib Pajak.
3) Penatausahaan dan Pengecekan SPT Masa, pemantuan d

penyusunan laporan Masa PPN, PPh, PPnBM, dan PTLL.
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4) Penatausahaan piutang pajak, penerimaan, penagihan,
penyelesaian keberatan dan restitusi PPN, PPh, @PdBn
PTLL.
5) Verifikasi, pemeriksaan sederhana dan penerapdsigaejak.
6) Pengutusan pemberian Surat Ketetapan Pajak (SKP).
7) Pengutusan tata usaha dari rumah tangga Kantoydpela
Pajak.
8) Penerbitan NPWP dan Surat Ketetapan Pajak.
9) Pengurangan sanksi pajak.
10)Pelaksanaan administrasi.
11)Penyuluhan dan konsultasi perpajakan.
7. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratéoggyakarta
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta membesuatu
struktur organisasi agar lebih mempermudah pelaydegpada Wajib
Pajak, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokokrpat derorganisir
dengan baik. Hal ini sesuai dengan Surat Keputiameri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 535/KM.01/2001 tentangudas dan Tugas
Koordinator Pelaksana di Lingkungan Dirjen Pajadn &urat Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 443/KMKAD01
tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor WilayafjeDiPajak, Kantor
Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Bumi damguBen, Kantor
Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Pengnl dan

Pengamatan Potensi Perpajakan.
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Tata kerja semua unit struktur organisasi dalamaksainakan
tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dinkronisasi,
sedangkan mekanisme hubungan antar unit diaturakarkbn azas

organisasi garis dan staf.

KEPALA
KANTOR

Subagian Umum

Seksi Playanan

Seksi Pengawasan dan
Konsultasi |

Seksi Pengolahan Data
dan Informasi -

Seksi Pengawasan dan
. Konsultasi Il

Seksi Pemeriksaan

Seksi Pengawasan dan
. Konsultasi Il

Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan -

Seksi Pengawasan dan
— Konsultasi IV
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Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan kPdpaatama
Yogyakarta
Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogya(Z0isB).
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Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakartabaeahi 1
Sub Bagian Umum, 9 Seksi dan 2 Kelompok Fungsiodamlah
pegawai KPP Pratama Yogyakarta adalah 96 (Sembpidimh enam)
Pegawai dengan rincian sebagai berikut :
a. 10 Pejabat Eselon IV.
b. 31 Account Representative yang terbagi menjadi 4 Seksi Pengawasan

dan Konsultasi.
c. 15 Fungsional Pemeriksa Pajak dalam dua Kelompok.
d. 2 Juru Sita Pajak Negara.
e. 36 Pelaksana yang terbagi pada Sub Bagian Umuraekaitseksi.
. Uraian Tugas dari Masing-masing Organisasi di KaR&ayanan Pajak
Pratama Yogyakarta
Masing-masing organisasi di Kantor Pelayanan P&ektama

Yogyakarta memiliki tugas-tugas yang sesuai dermdangnya. Tugas-
tugas tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
a. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakaetaydms:

1) Mengkoordinasi tugas-tugas yang ada di Kantor Relay
Pajak Pratama Yogyakarta sesuai dengan kebijaksanaa
keputusan dan arahan dari Direktur Jenderal Pajak.

2) Mengkoordinasi pelaksanaan tugas oleh para Kepeksi Qi

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta.
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b. Sub Bagian Umum, bertugas:

Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tate,usa
dan rumah tangga. Dalam menjalankan tugasnya, &epalb Bag
Umum dibantu oleh:

1) Koordinator Pelaksana Tata Usaha dan Kepegawa@atydas
membantu urusan tata usaha, kepegawaian, danapora

2) Koordinator Pelaksana Keuangan, bertugas membasgalas
urusan yang berkaitan dengan keuangan dan penggajia
pegawai.

3) Koordinator Pelaksana Rumah Tangga, bertugas memban
urusan rumah tangga dan perlengkapan serta membantu
anggaran rumah tangga kantor.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, bertugas:

1) Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahtznsgata
penyajian informasi perpajakan.

2) Perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usak&amaan
perpajakan.

3) Pelayanan dukungan teknis komputer.

4) Pemantauan aplikasiSPT dare-Filing.

5) PelaksanaanSISMIOP dan SIG.

6) Penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan, bertugas:

1) Melakukan penetapan dan penerbitan produk hukupeajskan.
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2) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan.
3) Penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta
penerimaan surat lainnya.
4) Penyuluhan perpajakan.
5) Pelaksana registrasi Wajib Pajak serta kerjasampejadan.
e. Seksi Pemeriksaan, bertugas:

Melakukan penyusunan rencana pemerikasaan, pengawas
pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan daralpesy surat
Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaapajpkan
lainnya.

f. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, bertugas:

Melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendatgek
dan subjek pajak, pembetulan dan pemutakhiran e nilai
objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

g. Seksi Penagihan, bertugas:

Melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, geaon
dan angsuran pajak, penagihan aktif, usulan penghappiutang
pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, Il, lll, dankd¥ftugas:
1) Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajaiait
Pajak.
2) Melakukan bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan

konsultasi teknis perpajakan.
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3) Melakukan penyusunan profil Wajib Pajak.
4) Menganalisis kinerja Waib Pajak.
5) Melakukan evaluasi hasil pandang.

Untuk Kelompok Account Representative (AR), secara

khusus melayani Wajib Pajak secara personal.
i. Kelompok Fungsional Pemeriksa, bertugas:

Melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional
masing-masing berdasarkan peraturan perundang-gadagang
bersangkutan. Kelompok Fungsional Pemeriksa teddnii sejumlah
jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagainketk sesuai
dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dikoasdi oleh
pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kep&dator Wilayah
dan Kepala Kantor KPP Pratama dan ditentukan barkias
kebutuhan dan beban kerja.

B. Hasil Pendlitian dan Pembahasan
1. Hasil Penelitian
Hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor PelayarPajak Pratama
Yogyakarta yaitu berupa data sebagai berikut:
a. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar Wajilr SRhunan Pajak

Penghasilan Tahun 2010-2012 pada KPP Pratama Yadgak



44

Tabel 3. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terda¥émjib SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 2010-2012

Jumlah WP OP Terdaftar Wajib
No. Tahun SPT Tahunan PPh
1 2010 61.483
2 2011 67.033
3 2012 71.780

Sumber: Seksi PDI (2013).

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bajuvdah
Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT TaunPajak
Penghasilan pada tahun 2010 sebanyak 61.483 Wajdk,Ptahun
2011 naik menjadi 67.033 Wajib Pajak, dan tahur22@dik menjadi
71.780 Wajib Pajak. Jumlah Wajib Pajak Orang Piiktaddaftar
Wajib SPT Tahunan Pajak Penghasilan pada tahun R8l1tahun
2011 mengalami peningkatan sebanyak 5550 WajikkRagau 9,03%
dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar W&PT Tahunan
Pajak Penghasilan tahun 2010, sedangkan pada fHiinke tahun
2012 mengalami peningkatan sebanyak 4747 WajikkRagau 7,08%
dari jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar W&PT Tahunan

Pajak Penghasilan tahun 2011.
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b. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melaporka S@hunan
Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-2012 Tepat \Vpkila KPP
Pratama Yogyakarta.

Tabel 4. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang lgelkan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-201&t Tep

Waktu
. Jumlah WP OP Lapor SPT
No. Tahun Pajak Tahunan PPh Tepat Waktu
1 2010 30.338
2 2011 37.304
3 2012 34.487

Sumber: Seksi PDI (2013).

Berdasarkan data dari Tabel 4, maka dapat ditiahatva jumlah
Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT TahuRajak
Penghasilan tepat waktu mengalami fluktuasi. Paldart pajak 2010,
terdapat 30.338 Wajib Pajak Orang Pribadi, tahyakp2011 terdapat
37.304 Wajib Pajak Orang Pribadi, dan tahun pajak22terdapat
34.487 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT mahu
Pajak Penghasilan tepat waktu tahun pajak 201@Hent pajak 2011
mengalami peningkatan sebesar 6966 Wajib Pajakgaibadi atau
22,96% dari 30.338 Wajib Pajak Orang Pribadi tapajak 2010,
sedangkan pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2@t@alami
penurunan sebesar 2817 Wajib Pajak Orang Pribadi 865% dari

37.304 Wajib Pajak Orang Pribadi tahun pajak 2011.
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c. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan W#&dak
Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan Pajak d?R&PP
Pratama Yogyakarta.

1) Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahumasih
kurang
Masih ada Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPfuhan
tepat waktu, bahkan ada yang tidak melaporkan S&fufan.
Selain itu, ada juga sebagian Wajib Pajak, terut@lviegib Pajak
Baru yang masih kurang pengetahuannya mengenai Cata
Perpajakan.
2) Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat (WajibKpagrhadap
pajak
Masih banyak Wajib Pajak yang memandang negatif
terhadap pajak dan petugas pajak karena adanya-kasus mafia
pajak. Kasus-kasus tersebut menyebabkan kepercayasyarakat
terhadap Ditjen Pajak menurun, sehingga banyak analsgt
(Wajib Pajak) yang bersikap tertutup dan menghinuigak.
3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Piatam
Yogyakarta
Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengatal
Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambaiabaWVajib
Pajak yang terdaftar. Terbatasnya sumber daya naanus

menyebabkan Wajib Pajak merasa kurang puas derejapapan
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yang ada. Selain itu, terbatasnya SDM menyebabkagawasan
terhadap Wajib Pajak kurang maksimal karena juriiajib Pajak
yang sangat banyak.
d. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan aKéman
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT Tam@®#Ph.
1) Agar kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT rigathu
meningkat, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
a) Penyuluhan perpajakan
Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung maugdak
langsung. Penyuluhan langsung dilakukan petugak pgngan
mendatangi Wajib Pajak di dinas, lembaga, perusghiastitusi
dan instansi tertentu. Wajib Pajak juga bisa meatKantor
Pelayanan Pajak atau petugas pajak yang mendavdagjp
Pajak. Penyuluhan tidak langsung dilakukan dengama c
menerbitkan iklan layanan pajak yang disampaikaraloie
media cetak, media elektronik, medaline, dan media luar
ruang.
b) Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan
Acara Pekan Panutan dilaksanakan di KPP Pratamgakaga
yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dalangka untuk

melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yaegfuakian.
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Pekan panutan pelaporan SPT Tahunan PPh OP imijuzert
untuk memberikan edukasi/sosialisasi kepada madsyiara
(Wajib Pajak) agar melaporkan SPT Tahunan tepatuvak

c) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta memhwat s
himbauan kepada Wajib Pajak agar segera melapoBiah
Tahunannya dan melakukan membetulkan SPT jika patda
kesalahan.

d) Sanksi perpajakan
KPP Pratama Yogyakarta menerbitkan surat tegurdradap
Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannggpaa
batas waktu berakhir. Jika surat teguran tersebeitinb
dipenuhi, maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi ggaian,
yaitu sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

2) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada amsksy

(Wajib Pajak).

Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkatkan

kepercayaan kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan

meningkatkan pelayanan, sosialisasi/penyuluhan Harusaha

untuk selalu transparan, berkomunikasi jujur kep@tgib Pajak

mengenai segala hal diluar hal-hal esoteris sefadréisia jabatan.
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3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusiaa rék&ie

Pratama Yogyakarta melakukan cara-cara sebagéauheri

a) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja LapanganL()PK
Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan, seluruhggeetu
KPP Pratama Yogyakarta ikut berperan aktif menetugas
jaga Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Karena tesingda
SDM, peserta PKL diikutsertakan untuk membantu agar
kegiatan ini berjalan dengan lancar, efektif, disien.

b) Drop Box
Drop Box/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam
penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pesamiaian
seperti di pusat berbelanjaan atau di kantor-kayamy telah
bekerjasama dengan KPP Pratama Yogyakarta. Tujuan
diadakannyaDrop Box adalah memberi kemudahan kepada
Wajib Pajak terkait dengan pelaporan SPT Tahunan.

c) Skala Prioritas bagi Wajib Pajak Baru dan Lama
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta menggédinsi
Wajib Pajak Baru agar taat pajak dengan melakukayyuhan
bekerja sama dengan KP4 (Kantor Penyuluhan danaReaign
Potensi Perpajakan). KPP Pratama Yogyakarta jugesrbickan
Surat Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Lama agsdrdan

menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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2. Pembahasan
a. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi miaRelaporan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010-20KPHi Pratama
Yogyakarta.
Tabel 5. Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar W&PT Tahunan

Pajak Penghasilan dan Wajib Pajak Orang Pribadig yan
Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan TepatuVakt

Jumlah WP OP Jumlah WP OP
No. Tahun Terdaftar Wajib Lapor SPT Tahunan
SPT Tahunan PPh PPh Tepat Waktu
1 2010 61.483 30.338
2 2011 67.033 37.304
3 2012 71.780 34.487

Sumber: Seksi PDI (2013).

Untuk mengukur tingkat kepatuhan Wajib Pajak Ord&hdhadi
dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan igkaakan
rasio sebagai berikut:

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu

= x100%
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh

1) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalataporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2010.

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2010
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2010

x100%

30.338
© 61.483

x100%

=49,34%
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2) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalataporan SPT

Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2011.

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2011
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2011

x100%

37.304
 67.033

x100%

=55,65%
3) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalataporan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2012.

Jumlah WP OP Lapor SPT Tahunan PPh Tepat Waktu Tahun Pajak 2012

x100%
Jumlah WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan PPh Tahun 2012 °

34.487

= 0
71780 100%

=48,05%

Tabel 6. Persentase Tingkat Kepatuhan Wajib P&edng Pribadi
dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2a10-20

Jumlah WP Jumlah WP
No. Tahun OP Tgrdaftar OP Lapor SPT Per sentase

Pajak | Wajib SPT Tahunan PPh
Tahunan PPh | Tepat Waktu

1 2010 61.483 30.338 49,34%

2 2011 67.033 37.304 55,65%

3 2012 71.780 34.487 48,05%

Rata-rata tingkat kepatuhan 51,01%

Berdasarkan tabel 6, dapat dilihat bahwa tingkgiakéran Wajib
Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunaak FPgnghasilan

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yogyakarta stdtaymnya kurang
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stabil dan belum terealisasi dengan baik. Keadaanmgsih fluktuatif
atau ada yang mengalami peningkatan dan penurumamgkat
kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelap&®@m Tahunan
Pajak Penghasilan tahun pajak 2010 sampai dengan f2ajak 2012
adalah 49,34%, dan 55,65%, 48,05%. Peningkataadtgppda tahun
pajak 2010 ke tahun pajak 2011 sebesar 6,31% daurpen terjadi
pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak 2012 sebgf4r 7

Untuk mengidentifikasi tingkat kepatuhan Wajib Raj@rang
Pribadi dalam pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasihun pajak
2010-2012 digunakan dengan pedoman konversi. Peddoaversi
yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Norma Absolut Skala Lima

Tingkat Penguasaan Skor Standar
90-100% Sangat Tinggi
80-89% Tinggi
65-79% Cukup
55-64% Kurang
0-54% Rendah

Sumber: Wayan Nurkancana dan Sunartana (1983: 80).
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Tabel 8. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Riibdalam
Pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2010-2012

Jumlah Jumlah Kriteria
WP OP WP OP
No Tahun | Terdaftar | Lapor SPT Per sentase
" | Pajak | Wajib SPT | Tahunan
Tahunan | PPh Tepat
PPh Waktu
1 2010 61.483 30.338 49,34% Rendah
2 2011 67.033 37.304 55,65% Kurang
3 2012 71.780 34.487 48,059 Rendah

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalatagoran

SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2010s&el®,34%.

Berdasarkan pedoman di atas, tingkat kepatuhanbWragiak dalam

pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajdk berada di

antara 0-54% dengan skor standar rendah.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalatagoran

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 201%aeb%,65% dan

persentase tersebut berada di antara 55-64% desigan standar

kurang.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalatagoran

SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2012aeb®,05%, dan

persentasenya berada di antara 0-54% dengan skolastrendah.
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b. Hambatan yang Mempengaruhi Tingkat KepatuhanbARgjak Orang
Pribadi dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh di KPParRaat
Yogyakarta.

1) Kesadaran Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahumasih
kurang
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelap&8&n
Tahunan masih kurang. Masih ada Wajib Pajak yarakti
melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu dikarenaldpa, lada
kesibukan lain, dan karena faktor lainnya. Bahkda Aajib Pajak
yang tidak melaporkan SPT Tahunan. Selain itu,jaga sebagian
Wajib Pajak, terutama Wajib Pajak Baru yang maskurang
pengetahuannya mengenai Tata Cara Perpajakan.
2) Turunnya tingkat kepercayaan masyarakat (Wajib Kpagrhadap
pajak
Masih banyak Wajib Pajak yang memandang negatifatip
pajak dan petugas pajak karena adanya kasus-kasfis pajak.
Kasus-kasus tersebut menyebabkan kepercayaan alcestyar
terhadap Ditjen Pajak menurun. Masyarakat berfikituk apa
membayar pajak kalau pajak tersebut disalahgunakahingga
banyak masyarakat (Wajib Pajak) yang menghindajakpasulit
untuk diajak kerja sama, menutupi informasi yangilki, dan

mengurangi utang pajak yang harus dibayar.
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3) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di KPP Pmatam

Yogyakarta
Sumber daya manusia tidak berbanding lurus dengantai

Wajib Pajak yang semakin tahun semakin bertambalabawajib
Pajak yang terdaftar. Terbatasnya sumber daya neayasg ada
untuk melayani Wajib Pajak menyebabkan Wajib Pajadrasa
kurang puas dengan pelayanan yang ada. Wajib Ragaksa jenuh
karena harus menunggu antrian yang lama dan pargehigpgga
Wajib Pajak menjadi malas, terlambat atau bahkaiaktimau
melaporkan SPT Tahunannya. Selain itu, terbatas®RM
menyebabkan pengawasan terhadap Wajib Pajak kumakgimal
karena jumlah Wajib Pajak yang sangat banyak.

c. Upaya KPP Pratama Yogyakarta untuk Meningkatkan akémn
Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pelaporan SPT TamuRajak
Penghasilan.

1) Agar kesadaran Wajib Pajak dalam Pelaporan SPT riBahu
meningkat, maka dilakukan upaya sebagai berikut:
a) Memberikan penyuluhan perpajakan.
Penyuluhan kepada Wajib Pajak Baru dilakukan untuk
menumbuhkan pemahaman dan kepatuhan untuk memenuhi
kewajiban perpajakan. Penyuluhan kepada Wajib Pega#taftar
dimaksudkan agar Wajib Pajak Terdaftar sadar papeduli

pajak, dan menjaga komitmen untuk terus taat pajak.
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Penyuluhan ini dilakukan baik secara langsung maugdak

langsung.

(1) Penyuluhan secara langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menyampaikan

informasi atau keterangan mengenai perpajakan.uRémgn

ini dapat dilakukan:

(@)

(b)

Secara massal

Petugas pajak mendatangi Wajib Pajak di dinas,
lembaga, perusahaan, institusi dan instansi tertent
Sebelumnya, petugas pajak mengirimkan surat
penawaran sosialisasi/ penyuluhan terlebih dahulu.
Petugas pajak memberikan pengarahan dan bimbingan
secara intensif kepada Wajib Pajak dengan memberi
materi mengenai perpajakan. Selain itu, KPP Pratama
Yogyakarta juga menyediakan buku petunjuk pengisian
SPT Tahunan yang terlampir pada setiap Formulir SPT
Tahunan.

Secara personal

Wajib Pajak mendatangi Kantor Pelayanan Pajak atau
petugas pajak yang mendatangi Wajib Pajak. Tugas in
dilakukan oleh Account Representative dengan
memberikan pengarahan mengenai permasalahan yang

dikonsultasikan oleh Wajib Pajak. Setiaficcount
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Representative mempunyai beberapa Wajib Pajak yang
harus ditanganinya, dimana terhadap Wajib Pajak
tersebut Account Representative berkewajiban untuk
memberikan  bimbingan/konsultasi dan melakukan
pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan.
(2) Penyuluhan secara tidak langsung
Penyuluhan ini dilakukan dengan cara menerbitkdanik
layanan pajak yang disampaikan melalui media ceteddia
elektronik, mediaonline (internet), dan media luar ruang
(pemasangan balihepanduk, dsb).
Melalui penyuluhan, masyarakat (Wajib Pajak) akan
mendapat informasi yang lebih jelas mengenai pajak
mudah dipahami sehingga Wajib Pajak dapat memenuhi
kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu metapo
SPT Tahunan tepat waktu. Sosialisasi dengan frekuen
informasi yang begitu sering diterima oleh masyargkga
dapat secara perlahan merubaimdset masyarakat tentang
pajak ke arah yang positif.
b) Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan
Acara Pekan Panutan dilaksanakan di KPP Pratamgakaga
yang dihadiri oleh pejabat-pejabat penting dalamgka untuk

melaporkan SPT Tahunan sebelum batas waktu yaewfak@an.



58

Pekan panutan pelaporan SPT Tahunan PPh OP inijuzert
untuk memberikan edukasi/sosialisasi kepada madsyiardan
Wajib Pajak agar melaksanakan salah satu kewajiban
perpajakannya, yaitu melaporkan SPT Tahunan tepkiinwPara
pejabat-pejabat penting ini diharapkan menjadi diata dan
contoh yang baik bagi para warga masyarakat ygmnmginnya.

c) Melakukan himbauan kepada Wajib Pajak
Jika menemukan adanya dugaan ketidakbenaran da&l@mopan
SPT berdasarkan data - data yang ada di kantdk, pagka KPP
Pratama Yogyakarta membuat surat himbauan kepadgb Wa
Pajak untuk memberitahukan dan sekaligus memirddfikasi
terhadap adanya dugaan belum dipenuhinya kewajiban
perpajakan tersebut sesuai dengan ketentuan peapajgang
berlaku. Kemudian melakukan himbauan kepada WaglakP
agar segera melaporkan SPT Tahunannya dan melakukan
membetulkan SPT jika terdapat kesalahan.

d) Sanksi perpajakan
KPP Pratama Yogyakarta menerbitkan surat tegurdmadeap
Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT Tahunannyapaa
batas waktu berakhir. Jika surat teguran tersebluinb dipenuhi,
maka Wajib Pajak akan dikenai sanksi perpajakaity yanksi

administrasi berupa bunga atau denda.
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2) Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada amsdst
(Wajib Pajak)
Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkiagiemcayaan
kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan meningkgbktayanan
melalui sosialisasi/penyuluhan dan menjelaskan babp@mbayaran
pajak dilakukan di Bank atau Kantor Pos yang ditknlan uang
pajak disetor langsung oleh Wajib Pajak tanpa aalanyeraksi
dengan petugas pajak. Hal ini menegaskan bahwaKRetayanan
Pajak Pratama Yogyakarta tidak menerima uang pagak Wajib
Pajak, namun hanya menerima bukti setor atas peardnaypajak
tersebut. Uang pajak yang telah disetorkan ke ladak masuk ke
dalam kas negara dan selanjutnya dianggarkan umierkbiayali
pengeluaran publik. KPP berusaha untuk selalu peras,
berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenaakebal diluar
hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan. KPP nmgugep para Wajib
Pajak sebagai satu keluarga yang sama-sama belokentr
membangun keluarga besar Indonesia. Melalui traaapaAPBN,
Wajib Pajak dapat memantau berapa uang yang daedian pajak
serta penggunaannya. Uang yang telah Wajib Pajakkae tersebut
sama sekali tidak melalui tangan para pegawai pajak
Sedangkan mafia pajak adalah suatu konspirasi dadangecilkan
uang pajak yang harus disetor oleh Wajib Pajak Inalesagan

memberi uang pelicin kepada oknum pegawai pajagaBaanapun



60

bentuknya, kecurangan tersebut pada akhirnya dagatigikan
keuangan negara dan dikategorikan sebagai tindddnai korupsi
sehingga harus diberantas hingga tuntas. Adanyas kasafia
tersebut menjadi pelajaran bagi KPP Yogyakarta damjadi
cambuk untuk introspeksi internal, meningkatkanlikas pegawai
dan meningkatkan pelayanan kepada wajib paghkngga terwujud
kondisi masyarakat yang benar-benar percaya balajak yang
mereka bayarkan tidak akan dikorupsi dan akan utisah sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku.
3) Untuk mengatasi terbatasnya Sumber Daya Manusiaa nkdkP
Pratama Yogyakarta melakukan cara-cara sebagéuhberi
a) Partisipasi dari peserta Praktik Kerja LapanganL()PK
Dalam menangani pelaporan SPT Tahunan, selurulggekiPP
Pratama Yogyakarta ikut berperan aktif menjadi gasujaga
Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Setiap Seksi di RRBama
Yogyakarta menurunkan anggotanya untuk melayanib/NRgjak
secara bergilir sesuai dengan jadwal yang telaltagikan.
Karena terbatasnya SDM, peserta PKL diikutsertakiatuk
membantu agar kegiatan ini berjalan dengan larefaktif, dan
efisien.
b) Drop Box
Drop Box/Mobil Pajak merupakan inovasi pelayanan dalam

penerimaan SPT Tahunan yang dilaksanakan di pesatlaian
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seperti di pusat perbelanjaan atau di kantor-kag#org telah
bekerjasama dengan KPP Pratama Yogyakarta. Tujuan
diadakannyaDrop Box adalah agar Wajib Pajak dapat dengan
mudah melaporkan SPT Tahunannya tanpa harus ke KPP
setempat dan dapat digunakan sebagai alat untugangsipasi
pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak. SelaiMi#jib Pajak
juga bisa melaporkan SPT Tahunannya melalui podalune
perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir e&rling pada
website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.go.id) atau
Penyedia Jasa Aplika8pplication Service Provider (ASP).

c) Skala Prioritas bagi Wajib Pajak Baru dan Lama
Untuk mengawasi Wajib Pajak yang jumlahnya cukupyhbg,
maka KPP Pratama Yogyakarta menggali potensi WRgfak
Baru agar taat pajak dengan melakukan penyuluhleerjpesama
dengan KP4 (Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potens
Perpajakan). KPP Pratama Yogyakarta juga menerbifkarat
Tagihan Pajak kepada Wajib Pajak Lama agar taat dan

menyampaikan SPT sesuai dengan keadaan sebenarnya.
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KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ydal tksajikan
pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimgelaagai berikut:

1. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalagagoran SPT
Tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama YogyaKattan Pajak
2010 sampai dengan Tahun Pajak 2012 adalah 49,38%5%, dan
48,05% yang menunjukan bahwa terjadi fluktuatifniRgkatan terjadi
pada tahun pajak 2010 ke tahun pajak 2011 sebeSd66 dan
penurunan pada tahun pajak 2011 ke tahun pajak sldesar 7,6%.

2. Upaya Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Yoggakantuk
meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribathndgpelaporan
SPT Tahunan Pajak Penghasilan yaitu:

a. Memberikan penyuluhan perpajakan baik secara laggsoaupun
tidak langsung, diadakan pekan panutan pelaporah Bthunan
yang bertujuan memberikan edukasi kepada Wajib kPaigar
melaporkan SPT Tahunannya tepat waktu, melakukambduan
kepada Wajib Pajak agar segera menyampaikan darbetelkan

SPT Tahunannya, dan memberikan sanksi pajak.
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Memberikan dan meningkatkan kepercayaan kepada amsst

(Wajib Pajak)

Petugas pajak berusaha memberikan dan meningkké@ercayaan
kepada masyarakat (Wajib Pajak) dengan meningkapledelyanan,
sosialisasi/penyuluhan dan berusaha untuk selaknsparan,
berkomunikasi jujur kepada Wajib Pajak mengenaakeal diluar
hal-hal esoteris seperti rahasia jabatan.

Partisipasi dari peserta Praktik Kerja LapanganL(f?Rrop Box, dan

skala prioritas. Wajib Pajak juga dapat melapor&®1 Tahunannya
melalui pos, melalui perusahaan jasa ekspedidtjlling pada

website Direktorat Jenderal Pajak (www.pajak.godthu Penyedia

Jasa Aplikasipplication Service Provider (ASP).

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti mekare saran

kepada KPP Pratama Yogyakarta sebagai berikut:

1. Penyuluhan/sosialisasi terhadap Wajib Pajak hamus tdiupayakan dan

ditingkatkan terutama untuk Wajib Pajak baru yangsim minim

pengetahuannya tentang pajak. Dengan tingginyansités informasi

yang diterima oleh Wajib Pajak, diharapkan Wajilakakan paham dan

lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajalya.

2. Meningkatkan pengawasan terhadap wajib pajak, pstugajak,

penggunaan pajak serta meningkatkan cfB@d Governance yang

dapat menimbulkan adanya rasa saling percaya aanpmtugas
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pajak/KPP dan masyarakat (wajib pajak), sehinggagiatan

pembayaran/pelaporan pajak akan menjadi sebuabutdtean dan
kerelaan. Di tengah krisis kepercayaan masyarakdtadap petugas
pajak, tuntutan “transparansi” menjadi hal yang oaiis Jika

diumpamakan Indonesia adalah sebuah struktur runteigga,

tranparansi merupakan transformasi dari dua unsisarknonisan rumah
tangga yang paling penting, yaitu komunikasi yangurj serta

kepercayaan. KPP harus tetap berusaha berkomurilas kepada

Wajib Pajak mengenai segala hal diluar hal-hal esoseperti rahasia
jabatan. KPP harus tetap menganggap para Wajitk Rajaagai satu
keluarga yang sama-sama berkontribusi membanguunarkel besar
Indonesia. KPP memberi WP kepercayaan serta bprdilkensparan
dengan harapan agar WP mempercayai KPP melaluindaku dan

partisipasi aktif secara nyata dalam rangka penrhayatau pelaporan
pajak. Selain itu WP akan bersikap lebih transpat@amgan kesediaan
memberikan informasi sebenar-benarnya.

. Meningkatkan kinerja petugas pajak dengan membeledatihan serta
mutasi pegawai pajak untuk penyesuaian beban lsmmya SDM

berbanding lurus dengan jumlah Wajib pajak yangagetahunnya
semakin bertambah banyak. Petugas Pajak harusmetaygiki semangat
yang besar dalam memberikan pelayanan prima keéajd Pajak.

Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuharajikew

perpajakan dan meningkatkan mutu pelayanan kepaajd wajak.
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Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yapgt adaemberikan
kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam baasenuhi standar
pelayanan yang dapat dipertangungjawabkan semia ddakukan secara
konsisten dan kontinyu. Dengan mengutip sebuahmiaaliyang sangat
menginspirasi di novel “Negeri 5 Menara”, yaitu M@dda wajada,
apabila pegawai Direktorat Jenderal Pajak bekegagdn sungguh-
sungguh dan ikhlas, tujuan Direktorat Jenderal Pajatuk menjadi
instansi yang bersih dan dipercaya masyarakat aegrat terwujud.
Seperti yang kita ketahui, masyarakat mengharagie@ayanan yang

sepenuh hati.
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Universitas . Unieversitas Negeri Yogyakarta
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= o W - : :
§ -3 a. Dfnz x JUMLAH PADA ANGKA 13
<2% | .
g b. jEENGHITUNGAN DALAM LAMP!RAN TERSENDIRI
— 1 T : S . .. L - o
; ‘ Perhitungan PPh Terutang Bagi Waijib Pajak Kawin Pisah Harla dan/atau
3 a, Folokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 alau Bukli Potong PPh Pasal 21 d. hempunyai NPWP Sendir
$ || Jswatseoran Paiak Lombarie-a pen pasai 2 o[t e
2 C. DSura_l‘Kuaﬁa Khusus (Bila dikuasakan) :

] o TR Rt aen ¥ i m 25 = i _'-\_:-i‘li _.; - ™ ‘JIH =
R T N T R A TR L P ERNYATAANR M AT PO TR ﬁnﬂw Sk A T S CA s

Dnngan munyadari snpanuhnya akan segala akibatnya termacuk sanksi-saaksi sesual Jengan kalantuan peratiran TANDA TANGAN
perundang- -updangan yang barlaku, saya menyatakan bahwa vang telah beritahukan di atas beserta lampiran-lainpirannya .

adalah benar, langkap dan )elas, - -
DWAJIB PAJAK I:IKUASA TANGGAL
; ! TSl BLN THN
oy e e e L
NAMA LENGKAP @ = =~ . ‘
NPWP

F.1.1.32.18

- A R o A e A S i o
o L]




1770 S - |

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

FORMULIR

NPWP .

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A :

-‘-__——_———-—d-_'_—'_—'—-—_'——_

e il

M—_

LAMPIRAN -1

SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIEADI

* PENGHASILAN NETC DALAM NEGERI LAINNYA

¢ PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
DAFTAR PEMOTCNGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh
YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA

TAHUN PAJAK

(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL)

———

NO

JENIS PENGHASILAN

i S Szl ST,

(1) e e el T ey g

1. IBUNGA

2. |IROYALTI
3. [SEWA

4. |IPENGHARGAAN DAN HADIAH

6. [PENGHASILAN LAINNYA

....72)

5 |KEUNTUNGAN DARI! PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

JUMLAH PENGHASILAN
(Rupiah)

w

— s

JUMLAH BAGIAN A

5 )

Pindahkan Jumiah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A
Angka 2

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.

———

JENIS PENGIHASILAN

TOMLAR PENGHASILAN
(Rupiah)

(1)

?)

i T —— =XF L

(3)

C—T
o T— s - —iE-]

2 |[WARISAN

(N

. |BEASISWA

1. IBANTUAN/SUMBANGAN/HIBAH

BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM,
PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA, KONGSI

4 | <LAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIVA DWIGUNA, BEASISWA

6. IPENGHASILAN LAINNYA YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

i T

JUMLAH BAGIAN B

JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK L

AIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

- — e et
JENIS PAJAK : ‘ JUMLAH PPh YANG

NAMA PEMOTONG/ NPWP PEMOTONG/ BUKTI PEMOTONGAN/
- NGUTAN PPh PASAL 21/ |
NG PEMUNGUT PAJAK PEMUNGUT PAJAK _PEMUNGYIAY oAL DIPOTONG/DIPUNGUT
_ NOMOR TANGGAL 22!2_3124!26!DTF’ i

] (2} (3 (@) 5| (6) _ (7) T
1.

2.

9.

4.

5.

dst

JUMLAH BAGIAN C 2] JBC
Pindahkan Jumiah Bagian C ke Formulir
Induk 1770 S Bagian D Angka 12

Catatan :

4 - DTP:Dianggung Pernerintah

. 'Kolom (B) diisi dengan pilihan PPn Pasal 2 22:23124126/DTP (Conloh : diulis 21, 22, 23, 24. 26, CTP)
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yany dns) adalah maksimum yang dapal
' dikreditkan'sesuai lampiran tersendiri
“{lihat buku pelunjuk lentang Lampiran | Ragizn C dan Indux SPT Angka 3)
— e ——— —
Halaman ke- dar halaman Lampiran-|

‘ JIKA FORMULIR NI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENCIRI SESUA! DENGAN BENTUK INI
# M‘ -




[ﬁ t ‘,‘ : -

= : j: SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORAN PRIBADI <
g | 1 7 70 S - I E . PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAY = 2 0

o | i BERSIFAT FINAL =z

O  KEMENTERIAN KEUANGANRI [ o HARTA PADA AKHIR TAHUN >

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | o KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN <

» e DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA =

NPWP

i
NAMA WAJIB PAJAK

SAGIAN-A PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

'DASAR FENGENAAN PAJAK/
NOQO. SUMBERIJENIS PENGHASILAN PENGHASILAN BRUTO Pi’h TERUTANG
., (Rupiah) (Rupiah)
(1) T (2) — {3) - \4)

BUNGA DEPOSITO. TABUNGAN, DISKONTO SBI. SURAT
* |IBERHARGA NEGARA

2. {BUNGA/DISKONTO OBLIGASI
3. |PENJUALAN SAHAM DIl BURSA EFEK

' 4 |HADIAH UNDIAN

PESANGON, TUNJANGAN HAR! TUA DAN TEBUSAN PENSIUN
YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS

6. |HONORARI!UM ATAS BEBAN APBN/APBD

7. |PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

8. |SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

BAI‘IJGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA BANGUN GUNA | I
SERAH

BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA

18 ANGGOTA KOFPERAS!

11. {PENGHASILAN DAR! TRANSAKS! DERIVATIF

12. |DIVIDEN -

13. IPENGHASILAN ISTERI DARI SATU PEMBERI KERJA o

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAIC FINAL DAN/ATAU

1% BERSIFAT FINAL
JUMLAH BAGIAN A
BAGIAN B : 'HARTA PADA AKHIR TAHUN o L -
TAHUN HARGA PEROLEHAN .
NO. - JENIS HARTA FEROLEHAN (Rupiah KETERANGiI‘j_ i )
) % (2) ! (3) | ~—(4) . 1 B | B .
J . : . -
2.
3.
4. a |
5. ] | |
dst , _ __
JUMLAH BAGIAN B M ;‘4 JBB
BAGIANC  : KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN
ik : — S
_— ~. NAMA ALAMAT TAHUN JUMLAH
PEMBERI PINJAMAN PEMBERI PINJAMAN __ | PEMINJAMAN |
(1) : ) |- (3) . 4) (5)
1.
2!
3.
4
5.
..-_ITSI - — 5 =
JUMLAH BAGIAN C
BAGIAND  : DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA
NO. NAMA TANGGAL LAHIR HUBUNGAN KELUARGA PEKERJAAN
| s . — | e s -
(1) (2) (3) | 4 —_ (5)
1,
2.
3.
4.
5. |

e e .
l JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPIL, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INi I Halaman ke- .dari halaman Lampiran-l|




72

e -. NN -
SPT TAHUNAN .
< 1770 SS - SIETT
g . PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK CRANG PRIBADI | E: 2 0
¥  KEMENTERIAN KEUANGAN RI | YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN DARI SATU PEMBERI KERJA DAN Z | b |
C DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ' TIDAK MEMPUNYAI PENGHASILAN LAINNYA z. T
KECUAL! BUNG£ BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI =] ser PEMBETULAN KE-
PERHATIAN . BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN PADA HALAMAN INI . BERI TANDA “X* PADA D (KOTAK PILIHAN} YANG SESUAI
.+ LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2" +  1S) DENGAN HURUF CETAK/ DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
. =3
NPWP _ f i o
. | |
| @ NAMA WAJIB PAJAK _. L NN

e | T

= PEKERJAAN R |

E | — ..; : — v l l - .= : p-——— —p———

5 | no.TeLEFON SRR || NO.FAKSIMILI : N

PERUBAHAN DATA ' CI LAMPIRAN TERSENDIRI I:l TIDAK ADA
JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMILIKI PAGA AKHIR TAHUN oo » Rp. | L B ]
. ‘ i' —raca—— - i
JUMLAH KESELURUHAN [KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN oo oo, > Rp. i

n l L ] o I L J
T R TR A (e T B N L Ao T T TS LM e T T
E’ RS "f O S S S E'i f}‘% ST T r”'"":f "f‘ '-t’t*“ 535 Eﬂt ..Gn--', VAR DR AL LA p:ih.,..T sTtaod g o R A 1:"‘"’&‘; RO E*T"l Thew it ! LRI 5 B ﬂ"i“--i

Dnngan mnnyadari snpanuhnya akan sogala nkibatnya tennasuk sanusl-uanhsi sasual dengan .-tatantuan peraturan

TALHBA TANGAH
pnrundang-undangnn yang hrarlaku. saya menyatakan bahwa yang telah saya beritahhukan diatas baserte lampiran-

lampirannya adalah banar.iaﬁﬁkap. jelas, dan bahwa saya tidak memperclely penghasilan lain selain dari

? 1 . T Y I__"' """l‘ """T— '-} I ' -.'
g TANGGAL [ J J j l y w4 ; |
:l; } --------- --.-._!........._.J_..... it i L - =

TGL BLN 1

satu pemberi kerja.

..______-_,_.-..-
At ' .' —
- LI Rl o B oy L
Ly e | T E Et . 1

]
[ |
| SR -——I

*} Foto copy Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 wajib dilampirkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan darLSPT 1770 SS .

L | Petunjuk Pengisian

il » Kotak SPT Pembetulan diisi dengan tanda silang (X) dan *ke ..." - il . | B

diisi dengan angka' banyaknya melakukan pembetulan jlk‘c’l
Wajib Pajak menyampaikan Pembetulan SPT. Jika Waijib Paiak SPT T AHUN AN

men}’ampalkan SPT.normal maka kotak SPT PemkLetulan dan | 1770 SS

M o’ § I
ke .. tEFEBbUt tidak: IDE”'IU diisi. g - PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 21 2 | 0 : 1 i 2 i
.« Wajib Pa]ak wajib meng|5| dan menyampaikan SPT Tahunan  ~ KEMENTERIAN KEUANGANRI | YANG MEHFUHYAI PEHGHASILAH DARI SATU PEHIBERI I{ERJADAH gIL ' l !__ | J
dengan behar. lengkap, jelas dan menandatanganinya. E DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ‘ TIDAK MEMPUNRY Al PENGHASILAN LAINNYA I
f : B . KECUALI BUNGA BANK DAN/ATAU BUNGA KOPERASI "DSPT PEHBEI‘I.IUH KE-...
o Wajib Pajak wajib melampirkan formulir 1721-A1 atau 1721-AZ .
sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari SPT 1770 PERBATIAN o BACA DAHULU PETUNJUK PEN(HSIAN PADA HALAMAN IN: + BERI TANDA "X PADA D (KOTAK PLLIHAN) YANG SESUM
SS. v LAMPIRKAN FOTO COPY FORMULIR 1721-A1 ATAU 1721-A2° + 15! DENGAN HURUF CETAK! DIXE TIK DENGAN TINTA HITAM
e Wajib Pajak yang dapat menggunakan formulir ini adalah Coirl 142031 4 5,5 [} ig'4iE 00
/| ; e : : : ; - :9:4]5 .0°0.0
Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melakukan pekeriaan p B L — l l | L e Sm—— L —
betas bfaik kKaryawan sw:asta maupun PNS yang menerima W | NAMAWANG PAAK H:[_ 1|A (M} slulgfn‘ LI % . | ? i o] 1 :
penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan tidak . < —_— e e
mempunyai_penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau E PEKERJAAN : [s.T'A !F! ; : A T oy i . KLU.IL ] : - |
bunga koperasi. . < ;, i = - i | ] ra ; | e
i ' 9 | HO.TELEPON R u 2 1] .5i6!5; sNLa_r 91 NO.FAKSIMILI: t0v271; °§ u[sls 4,880
- .k S e I gl r ' : - ey
e Wajib Pajak harus mengambil sendiri formulir SPT Tahunan ! A— : ; '
dan menyampaikannya paling lambat 3 bulan setelah tahun ! SRR A A I: LALIPIRAN TERSENDIRI EI“DAKADA
pajak berakhir.
j —
e Apabila SPT Tahunan tidak disampaikan dalam jangka waktu JUMLAH KESELURUHAN HARTA YANG DIMALIKI PAQA AKHIR TAHUN . oo oo > Rpe 43.000.000 ] |
yang ditetapkan atau dalam batas wakiu perpanjangan i | : A ;
penyampaian SPT Tahunan, dikenakan sanksi acminisirasl ! _ ' . / 12.000.000 i .
berupa denda sebesar Rp 100.000.00 (seratus ribi: rupiah). IUMLAH KESELURUHAN KEWAJIBANAITANG PAOAAKHIR TARUN oo e » Rp. 4

{!

e Seliap orang yang karena kealpaannya atau dergan sengaja  ; merre——r Toorarerew — = ot , o e Ee
tidak menyampaikan SPT Tahunan atau menyampaikan SPT ¢ (SRR Gk -‘-‘-‘-"’37‘??‘ T R O A T A IR T O U 1“
' Tahunan tetapi isinya tidak benar atau lidak lengkap, atay 1 ["*mnpddipobe saaseplaabbiing wmad - sl o g i i TANDA TANGAN

il — R —

tmpirannya »Lalsh benarenpap, }Hn.mmlmﬁdailmmnldlh pangha il baln seluin giarl i T —E

melampirkan keterangan yang isinya lidak benar, sehingga / [Pnsasinp yang bulsks, says meryuitan behwp sl ish caya aabuksa s besry npian
dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat '

1 H b - e s . f T = 4’ : . ;
dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai w pemterd keria. s —- : |
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, I = TANG3AL a' 4 rz 0191 1 B

} P ”T:T', i j
Kolom identitas diisi sesuai gengan idenlitas Anda Jalam r = ,’ r
formuiir 1721-A1 atau formulir 1721-A2 .

— ' Foto copy Foamuie 1721-A1 atau 1721-A7 woj Glamprkan seffal saty katabian yang s teisatkan dari SPT. 1770 86

Diisl dengan jumiah nilai perolehan dar selurith harta yar-g [
dimiliki/dikuasai sesuai dengan ketentuan [.erundang- I
undangan perpajakan yang berlaku.

Misalnya : rumah, kendaraan barrnc;tur. kebun, sawah,
deposito, tabungan dan tain-la‘n.

"

Diisi dengan jumiah seluruh utang yang diperoleh/dimiliki, tarmaauk
utang bunga.

Misalnya :pinjaman bank atau koperasi :"

]
F

—
A N r g— A

i e el
£
L]
L
.
r
l -




1770 SP I IAHUNAN FFNh WAJIB FAJAR URANG PRIBALI Y 73

_r*;_

MEMPUNYA] PENGHASILAN :

¢ DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS YANG MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
KEMENTERIAN KEUANGAN RI * DARI SATU ATAL) LEBIH PEMBERI KERJA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK | ® YANG DIKENAKAN PPh FINAL DANJATAU BERSIFAT FINAL
¢ DARI PENGHASILAN LAIN

FORMULM

s.d

BL ™ BL TH
[__NORMA [_JpemBUKUAN .,

I ]SPY PEMBETULAN KE - .......

TAHUN PAJAK

PERHATIAN &  SEBELUM MENGISI Hﬁ-GALAH BUKU PETUNJUK PENGISLAN) ® ISIDENGAN HURLIF CETAK !/ DIKETIK DENGAM TINTA HITAM ® BERITANDA' X “ DALAM D {HUT}\K HLtHAH} YANG SEsr_
NPWP |
2 | NAMAWAUB PF;\JAK
| E JENIS USAHAIPEKERJAAN BEBAS - - | KL
B | NO. TELEPON/FAKSIMILI pE ' I
PERUBAHAN DJ;';\TA ~ . LAMPIRAN TERSENDIR TIDAK ADA

 —— _' w T —— T

"} Pangisian kolom-kolom yang bErim nilal rupiah harus lanpa nilai decmal {comoh penuliazn Ilhal ouku pl:tunluk hal. 3)

_-F_“

ENGHASILAN NETO DALAM NES RI DARI UbAHA DAN!ATAU FEKERJAAN BEBAS
[Diisi dan Formulir 1770 - | Halaman 1 Juinlah Bagian A atau Formulir 1770 - | Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5]

2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
: [Diisi dal,nlj-nrrnuhr 1770 --1 Halaman 2 Jumlah Bagian C Koloin 5]

3. F'ENGHASILAN NETO DALAM NEGLERI LAINNYA
[Oiisi dari Formulir 1770 -1 Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3]

4. PENGH&SILAN NETO LUAR NEGERI

[Apnhllé memlllkl penghasilan dari luar neyeii agqar disi Jdari Lampiran Tersendin, lihiat buku pelunjuk;

5, Ju'mLAH PENGHASILAN NETO (1 +2 + 3 + 4)

4

RUPIAH *)

A. PENGHASILAN NETG

{ 6. ZAKAT JSUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB

7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT /SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG
SIFATNYA WAJIB (5 - 6)

8. KOMPENSASI KERUGIAN

g9, JUMLAH PENGHASILAN NETC SETELAH KOMPENSAS! KERUGIAN {7 - 8)

10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK.

i 1
o
t

TRS Kf KA b2y HDO/

B. PENGHASILAN
KENA PAJAK

11.  PENGHASILAN KENA PAJAK (9 -10)

]

—_ = e e mw memee el
B : - :
LTS O T L AP S e R Fon et

WU |
12,  PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU FPh X ANGKA 1 e
O | 12 i
- o < : L o
| oS |13 PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 1 :
B — 2 ':.
| © Ei Z o 3
o 14,  JUMILAH PPh TERUTANG {12 + 13) 14 I K
15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT NLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI 15 .
DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Diisi dari formulir 1770 -If 'urlah Bagian A Kolom 7] L
16. ' | 2. PPhYANG HARUS DIBAYAR SENDIR! 5.
Y | —_— (14-15) 16
< l b. PPhYANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT
E | 17. PPhYANG DIBAYAR SENDIF) a, PPhFASAL 25 BULANAN 172
- _
— !
O
s - b. STP PPhPASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) EEI |
Y
, | A
0 ¢. FISKAL LUAR NEGER 17¢
18. JUMLAH KREDIT PAJAX (17a + 17b + 17¢)
o =
@ 19. a. PFh YANG KURANG DIBAYAR {PPlh PASAL 29) TGL
o | b et — - = — - (16-13)  LuNAS s B 2 B 3 19
3 o b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR {PPL PASAL 28 Aj tql bin thn
Z o
% E F 20. [ :RMOHONAN : PPh Lelnh Bayar pada 12,0 mohon 3. DIRESTITUSIKAM C. DIKEMBALIKAN DENGAN SHPPKP PASAL 17 C (WP PATUH) | B
@ b IDIPERMITUNGKAN DENGAN q DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17 D (WP
E : ]UTANG PAJAK : TERTENTU)
2 : = - I -
= § 24. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR 21 | '
o &g
3 E 2 DIHITJNG BERDASARKAN : i :
- «f 3 ' :
aE a. lmz X JUMLAH PADA SNGKA 15 c.‘ IPERHITUNGAH DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI
Zz N ; - ‘
< - 0 : -
. % 1 - b.] . \F‘ERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG FRIBADI PENGUSAHA TERTENTU _- '
< | . | |

SELMN FURMULIH 1770 - 1 SAMPAI DENGAN 1770 IV (BAWK YAMS Dllbl MALPUM YANG TIDAK DISH EARL DILAMPIRKAN F‘Ul A

A EUHAT HUASA FHUSUS (BILM DIKUASAKAR) Q. lPEHHtTUH-GAH ALGEURAI PP PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA
Z | = :
<X b $5 LEMBAR KE-3 PP PASAL 29 h. FOTOKOP! TANCA BUKTI PEMBAYARAN FISKAL LUAR NEGERI (TBPFLM)
E : NERACA DAN LAP. LABA RUGLREKAPITULASI BUIL ALAM PERCDARAN QRUTO DANATALN PENGHASILAN I FPERHITUNGAN PPh.TERUTANG BAGI WALIE PAJAK KAWIN PISAH HARTA DAN/ATAL
% c. LAIM DAN BIAYA : MEMPUNYAI NPWP SENOIRI
: : DAFTAR JUMLAH PCNGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh PASAL 25 |KHUSUS UNTUK
H ' Ri WKAY y
3 d. F.E? HHNGANEONPENRASIIREIURIAN Bt )- ORANG PRIBADI PENGUSARA TERTENTUY 2
BUKTI PEMOTONGANIPEMUNGUTAN O'.EH PIMAK LAINIDIT AR LGUNG PEMERINTAH NAN YANG ” l f' '
d | Q. ﬂlEﬁ‘fARJDIFDTUNGﬂI LUARNEGERY Tl e e e sanaas PR AL R R LR R
f i \#ummm FORMULIR 1721-A1 DAN/ATAU 1720.A2 . ... LEMNAR) 5. | re
o ; '"‘.'r"‘ " L] il I a . *a 3 . ) :r I o I § '”' - = IP‘I ";'Lf' E;nhlql .:
ﬁ:L P ....-; q,,-l"r?;‘}. : ‘. : 2 !.-5 vl h_l "| - - _11 ‘.‘ 25 L g - i i 4 - FERN?ATP-AM 5 [T i hﬂ,f- ¥y 'll.hé _+1-ﬁ|: I'H'.Hr}?{”.‘h‘ﬁ'
ODengan menyadar %np:nuhnyn akan nualn akibutnya tarmasuk sanksl-sanksi sasua! dengan ketentuan parundang-indangan yang barlaku, saya menyatakan . TANDA TANGAN

bahwa aphk ying talah Saya harltahuhnn di atas baserta lamplran-lampirnnnya adalah benar, lengkep dan jelas.

~ '. ‘ WAJIB PAJAK l ixuasa TANGGAL: . .
N | :

NAMA LENGKAP : i

NPWP

F.1.1.32.16




HALAMAN 1

1770 - |

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN - |
SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI

FORMULIR

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA
DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BAGI WAJIB PAJAK YANG
MENGGUNAKAN PEMBUKUAN

PERHATIAN: @ SEBELUM MENGISI BACALAH BUKU PETUNJUK PENGISIAN © 151 DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM & RERITANDA “ X " DALAM [j " [KOTAK PILIHAN) YANG SESUAL

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A: ' PENGHASILAN NETO DALAM NEGER! DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN PEMBUKUAN)

R} w .

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN ‘ IDIAUDiT OPINI AKUNTAN : . DTIDAK DIAUDIT

INAMA AKUNTAN PUBLIK

INPWP AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOf. AKUNTAN PUBLIK

INPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK ' r

NAMA KONSULTAN PAJAK

INPWP KONSULTAN PAJAK

INAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

‘NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK

T AH |
PENGHASILAN DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS BERDASARKAN ——_——__——E"'——__—__l

| APORAN KEUANGAN KOMERSIAL :
2 PEREDARAN USAHA

e
j+t

FEIEE]

b, HARGA POKOK PENJUALAN

c. LABA/RUGI BRUTO USAHA (1a - 1b)

. |
gl d. BIAYA [JSAHA A

s
<

5. PEMNGHASILAN NETO (1c - 1d)

1)

t _ —
» | PENYESUAIAN FISKAL POSITIF ‘

o BIAYA YANG DIBEBANKAN/DIKELJARK = . n FUK KEPENTINGAR PRIBAD!I WAJIB PAJAK ATAU
ORANG YANG MENJAD! TANGGL!IGANNYA

b. PREMIASURANSI KESEHATAN, ASURAN 81 KECELAKAAN. ASURANS! JIVWA, ASURANSI
OWIGUNA, DAN ASUURANSI BEASISWA YANG D'BAYAR OLEH WAJIB PAJAK

BB

. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN SEHUBUNGAM DENGAN PEKERJAAN ATAU JASA YANG f"“fz
DIBERIKAN DALAM BENTUK NATURA ATAU ENIKMATAN | c |
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAM KEPADA PIHAK YANG MEMPUNYA ]
HUBUNGAN ISTIMEWA SEHUBUNGAN DENGAN PERERJAAN YANG DILAKUKAN 2d r
—
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN. BANTUAN ATAU SUMBANGAN o
§ PAJAK PENGHASILAN ._ﬁZf
| g. GAJIYANG DIBAYARKAN KEPADA PEMILIK/ORANG YANG IMENJADI TANGGUNGANNYA 29 l
h. SANKSI ADMINISTRASI Th
i SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASL KOMEFRSIAL DIATAS PENYUSUTAN/AMORTISASI N
FISKAL |
i. BIAYAUNTUK MENDAPATKAN, MENAGIH CAN MEMELIHARA PENGHASILAN YANG DIKENAKAN 3
56h FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK J
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA -
. JUMLAH (22 s.d. 2K) ' __|21
T _ , ]

3.| PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF:

| . PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK "'::
OBJEK PAJAK TETAPI TERMASUK DALAM PEREDARAN USAHA

o SELISIH PENYUSUTAN/AMORTISASI KCMERSIAL DI SBAWAH PENYUSUTAN AMORTISASI FISKAL '_3:
¢ PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA —3:‘
s

d. JUMLAH (3a s.0. 3C) —

T -— 4 — I el -

4.] JUMLAH BAGIAN A (1e + 2! - 3d) ‘]

Pidahkan Jumlah Bagian A {(angka 4) ke Formulir 1770 Angka 1




E HALAMAN 2 LAMPIRAN - | i - 2 7 0
= SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 2
z 1770 - | RTFRETSI
O i PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI YANG MENGGUNAKAN 0- g :
L | NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO | — . . | l
EMENTERIAN KEUANGAN RI |8 PENGHASILAN NETO O ALAM NEGERI SEHUGUNGAN DENGAN PEKERJAAN T = TH Bl ™
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |6 PENGHASILAN DALAM NEGERI LAINNY | t = [ |norma [ Jpemauxuan
PERHATIAN : * SEBCLUM MENGISI BAGALAH BUKU PETUNJUK PENGIGIAN e 151 DENGAN HURUF CETAK I CIRETIK DENGAN TIMTA HITAM ® BLRITANDA™ X" DALAM D (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

NPWP | LI

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN B: PENGHASILAN NETO DALAM NEGER! DAR] USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS
(BAGI WAJIB PAJAK YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO)

M#

PEREDARAN USAHA

- ———

~ PENGHASILAN NETO
.JENIS USAHA (Rupiah) j (Rupiah)
2 . 3, — ————__—JE

1. |DAGANG

| = s ad W = ———- [ | o - § el - - wrr W omr| == - mm - hEEREE = om — -, L]

2. HNDUSTRI ¢

n
o  E—— s — —— - - = r -l B- ~— w i A rme oh - 2 mm m  Telaew TN e el R EE N — - PR o O [ ] e = L] - 4 Em a pegps 1 - e L] - - - - - L] 1 [ ] -1’ - L L] [ ] = r - L |
1
]
> 4
1

1 . LY

- . - —_ . - | . - - _— el - e -'s rm < - n T £ = 1 L] - a -

d

i a
|

JUMLAH BAGIAN B

| e e -

- F—-—”—_‘

D dahkan Jumiah Bagian B Kolom (5} ke Formulir 1770 Angka 1

BAGIAN C: PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

l T NAMA DAN NPWP * B SENGURANGAN PENGHASILAN
BENGHASILAN BRUTGO i PENGHASILAN NETO
NO. PEMBERI KERJA ENGHASILAN BR BRUTO/BIAYA '
( Ru;_:iah ) Rupiah } ( Rupiah )

. _I R ' | T 4 5]

A r—

JUMLAH BAGIAN C

JBC " ]

Pindahkan Jumlah Bagian C Kolom (5) I-r.él Formulir 1770 Angka 2

BACGIAN D : PENGIHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(TIDAK TERMASUK PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh BERSIFAT FINAL)

o — . P ——— I ——TF 2 O — il .

I -

JUMLAH PENGHASILAN NETO

| No. : JEMNIS PENGHASILAN bl
o ) . . S —

() 5 - . - e _ 3)

1. |BUNGA'

2. |ROYALT! \ |
| 3. |sEwA !

4 |PENGHARGAAN DAN HADIAH |

5 |KEUNTUNGAN DAR! PENJUALAN/PENGALIHAN HARTA

6. |PENGHASILAN LAINN (A | l
e i e S TR | — e —

JUMLAH BAGIAN D JBD

35— _-_—'__.._—————_———_—__—__L————___ P
I X

Pindahkan Jumnlah Bagian D ke Formulir 1770 Angka

" IKA FORMULIR INi TIDAK MENCUKUPY, DAPAT DIBUAT SENDIR! SESUAI DENGAN BENTUK NI l Halaman ke ‘ ldan’ Dhalaman Lampiran-!!
M e R———— - - . v




s LAMPIRAN - Il X 2 0 I % ‘ :
s < | : |
2 4770 - ]| SPTTAHUNAN PP WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI {2 R
1 4 . : L - = -
O | | " leal !
o DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, % . I ni L l_ _'
CEMENTERIAN KEUANGAN RI PPh YANG DIBAYAR/DIPOTONG D! LUAR MEGER! DAN -:::t BL ™ BL TH
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh DITANGGUNG PEMERINTAH - | INORMA DPEMBUKUAN
S S —. S . ppp— . |
PERHATIAN : ® SEBELUM MENGIS! BACALAK DUKU PETUNJUK PENGISIAN @  15] CENGAN HURUF CETAK 7 DIKCTIK DENGAN TINTA HITAM ® BERITANDA® X" DALAM - (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
-_ﬂﬂ_ : .
NPWP : |
NAMA WAJIB;PAJAK : | | | | i | . : ! E

BAGIAN A: DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIiBAYAR IDIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh
DITANGGUNG PEMERINTAH

— - — e e ' o S —— = T ;i - |

NPWP BUKTI _ IUMLAH PPh YANG DIPOTONG/
JENIS PAJAK : PPh PASAL i [T

21/ 22/23/24/26/DTP *) | . _
NOMOR TANGGAL (Rupiah)

(3) _ (4) (5) {6) 1)

NAMA
PEMOTONG/PEMUNGUT PEMOTONG/PEMUNGUT PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

PAJAK PAJAK

NO

— w— = - r L] L] L] - r - - r [ Fl (IS . 1 1 L} gmemd k UE ars [ - = INH FT el By = & = s B =Sl R pree————y Y P L B LR

- - il | - - — - E=rl -n [T | Tl r - e Py W w ol B o g - -y m s u B 1w ==l dE PE—— 1 omll -y "1“‘-———. ]

I vz Fl " . - 1 N - -k - - - r — - = At P - - - [ TR - b
.
l. —
. .
I ] :
.
el
R Koo
1 -
=

10.

11.

12.

13.

14.

15, I
dst

el T S —— e — P — o e P —— e — i L i  — CX§ - (T A #—.—-—__#_J_—-#—#_-—ﬂ

JUMLAH BAGIAN A JBA

ﬂ-ﬂ R - T o — T Ty, A S Ty —n . il R o el

Pindahkan Jumiah Baglan A Kolom 7 ke Formullr 770 Angka 15

*) . DTP = PPh Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6 diisi dengan pilhan sebagai berikut 21/22/23124/26/0TP (Contot: : ditulie 21, 22, 23, 24, 26, DTP)
. Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24. rnaxa jumlah yang diis) adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri
(lihat buku petunjuk tentar j Lampiran Il Bagiaiy Ad . n induk SPT angka 4) |

_—_——__ . s i l
‘ JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUP, DAPAT DIBUAT SENDIR! SESUAI DENGAN BENTUK INII Halaman ke -©  idar . ‘halaman Lampiran-ll




r . - LAMPIRAN - Iil ""2 ol | 0 1
S 1770 - 111 | 1L
= ' SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI - t i
& L
O PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT I T
. L FINAL e
KEMENTERIAN KEU&HGAN R ¢ PENGHASIIAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK - TH BL  TH
. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK ® PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH [ Inorma [ |pemBukuan
PERHATIAN : & gEEE‘;;ENMENGISl BACALATLBUKLIRETHNJUK ® ISILDENGAN HURUF CETAK / DIKETHS QENGAN TINTA HITAM | W EEHITﬂNDA'H'ﬂALM:!- . {KDTAHPILIHAN]Y&NGSEEUN
— — [ [ L S N i i T I B
L " IR v ..._.'_‘lj'_'."‘..._‘;'.'.:".l'._..“ij_-_ .'"_".'_,1.-._-.,.,,:.__'-_... o w I -I R T ] I :
NAMA WAJIB PAJAK | L r i P § S o
., : i S B : o : d e won mmeeedl seealle s esesal g 3
BAGIAN A:°  PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
| | i ' | - DASAR PENGENAAN PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN '
| L PAJAK/PENGHASILAN BRUTO (Rupiah)
- (2) J (3) _— i
. |BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN, DISKONTO $8I, SURAT L
* |BERHARGA NEGARA |
2.- |BUNGA/DISKONTO OBLIGAS
3. |PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK
4. |HADIAH UNDIAN
| 1PE§ANGOFJ" TUNJANGAN HAR-TUA DAN TEBUSAN T B - T T T
' |PENSIUN YANG DIBAYAR SEIHALlGUCS
6. {HONORARIUM ATAS BEBAN APBN/APBD
SRR IR < ..___F_.__-...-.. O e Ay i ST e e ) e gl O S S N e e R gy — [ oy
. PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU
' |BANGUNAN I -
|BANGUNAN YANG DITERIMA DALAM RANGKA ] i o o
8. IBANGL NAN GUNA SERAH
9. |[SEWA ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
10. |USAHA JASA KONSTRUKSI
11. |PENYALUR/DEALER/AGEN PRODUK BEM -
15 |BUNGA SIMPANAN YANG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI| N
' |KEPADA ANGGOTA KOPERASI |
13. !F’ENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF
14. |DIVIDEN
15. |PENGHASILAN ISTRI DAR! SATU PEMBER! KERJA

PENGHASILAN LAIN YANG DIKENAKAN PAJAK FINAL
l ' IDAN/ATAU BERSIFAT FINAL

17. JJUMLAH (1 5.d.16)

BAGIANB:  PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
SUMBER/JENIS PENGHASILAN PESASIASIR R &
_ L _ Rupiah

. . & (3)

1. |BANTUAN / SUMBANGAN / HIBAH

2. [WARISAN J

, |BAGIAN LABA ANGGOTA PERSEROAN KOMANDITER TIDAK ATAS SAHAM. PERSEKUTUAN. ] ) -

" |PERKUMPULAN, FIRMA, KONGS!

4. |KLAIM ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWIGUNA, BEASISWA l |

5 |BEASISWA

6. |PENGHASILAN LAIN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
|-— S - s =5 P e r— - — P el = a5 = e T e S T T

JUMLAH BAGIAN B I_ JBB

BAGIAN C : PENGHASILAN ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH
————————— PR - it

PENGHASILAN NETO ISTERI YANG DIKENAKAN PAJAIK SECARA TERPISAH

—— R s - 5% i e — e — e e el T e m——




LAMPIRAN - IV
SPT TAHUNAN PPh WAUJIB PAJAK ORANG PRIBADI

1770 -1V |

x
J
=
=
o
C
T

KEMEMTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

e HARTA PADA AKHIR TAHUN

» KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN =

« DAFTAR SUSUNAM ANGGOTA KELUARGA

M-

® SEBELUM MENGI3I BACALAH BUKU PETUNJIJK PEMHGISIAN ® S| DENGAN HURUF CETAX 7 DIKETIK DENGAN 1INTA HITAM

TAHUN PAJAK

PERHATIAN

s el T P e T g T ]

NPWP

NAMA WAUJIB PAJAK

EAGIAN A : HARTA PADA AKHIR TAHUN

e el T ik

JENIS HARTA
- A2)

EARGA PEROLEHAN

TAHUN PEROLEHAN (Rupiah)
4

i Y .

13)

L mamw e ey s b F-r g bk mEmmEm -r— — e e e el s = r 1 - m W - —_—r

- HEFF Ny . i — -

Sy |

DNGRMA

® BERI TANDA " X " DALAM I:___l (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

s.d .
TH BL TH

DPEMEUKUAN

KETERANGAN

S — -
- JUMLAH
-
NQO. NAMA PEMBERI PINJAMAN ALAMAT PEMEERI PINJAMAN BEMINJAMAN (Rupiah)
T . ' 3) O
1.
2 S - I R *
L 3
| . e e e I R I
4.
: _ i} R _ ] R S [ h
5. :
6.
e _ 3 e i el sonmaecsmnes 1 pipmase prelesmenr e g g _ e, U _..l
7. |
8. , |
g. | * |
10. i o s o L “_ L ) ¢ gemmwensows sl | : D RS Svea  y : N -t eem e s — l
\dst |
JUMLAH BAGIAN B
ST AT i i I
BAGIAN C: DAFTAR SUSUNAN ANGGOTA KELUARGA

— v —

NO. NAMA ANGGOTA KELUARGA TANGGAL LAHIR

B N ) SO : FOSL A SRS .|

HUBUNGAN KELUARGA
R

| e |
2.
0 _ .
3=

——— gl

PEKERJAAN

ETYFRE __'A

=
In. e | raRre s oarrgarse o/

-




KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
| DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KAN TOR WILAYAH DJP D.L. YOGYAKARTA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA YOGYAKARTA

Nomor : . Yogyakarta,
Lampiran :
Perihal  : Pemberitahuan penggunaan Kepada Yth :
Norma Penghitungan Kepala KPP Pratama Yogyakarta
J1. P. Senopati No. 20
Di-
YOGYAKARTA

Memenuhi ketentuan dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Undang-undang No. 17 Tahun
2000 telah diubah dengan Nomor 36 Tahuyn 2008 Keputusan Menteri Keuangan Nomor
795/KMK.04/1993 tanggal 20 Agusius 1993 tentang Besarnva Faktor Penyesuaian Peredaran Usaha

atau Penerimaan Rruto Pcekerjaan Bebas Bagr Wajib Pajak yang Dapat Menggunakan Norma '
Penghitungah dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-536/PJ/2000 Tahun 2000
tentang Norma Penghitungan untuk Menghitung Penghastlan Nefto, dengan 11 kam :
! Nama
- NPWP

memberltahukan bahwa untuk Pajak Penghasilan tahun ......... akan méngguhakab Norma

I' !
Penghltungan Menurut Norma Penghitungan Penghasilan Utama yang kami peroleh termasuk

dalam Daﬂar Kode Nomor :

. Demikian untuk dimaklumi.

Wajib Pajak

LembarI untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar II untuk : Wajib Pajak
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CATATAN :
Harap Dilampirkan pada
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Bukti Penitipan SPT secara Kolektif
BUKTI PENITIPAN SPT SECARA KOLEKTIF
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